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Abstrali
Tuntuta.n teriradap kebi]akan berbasis l'isr't suclah nrenjadi tuiltillan yan_u Iazirt .1i hanrpir: serirua belahan
dunia, tidak terliecuali di Indolesia. Teterpi praiitili r,ang berlaku khususnva cli hampil sernua
penyelenggaraan pemerintairan c'ii daelah vang i:ertangguirgiari'ab terhaclap pen-ueluarali kebijakan cli daerah
ternyala masih bel*rn bisa rnelealisasiliaunr, ii sec:rra iral<simai. Pada kenvataannva banyak kebijalian yang
lahir tanpa didasari oleh riset dan tidak sediliit kebiiakan tersebut tiiiali bisa- operasional serla harus direvisi
atau baltkan dicabut ltembali. Untuli itr,r ulgensi merelirpkau hebi.jakan berbasis peneLitiarr dan
pengenrbatearr rneniadi ser.nakin penting llarena baik tuntutail lapangan. teori rnaupun aturairuciah meudesak
untuk direalisasikan. Konciisi itti meruL.r-rat perrtingli\ a sr'bliah ieurbaga 1'ang menjalanka;r fturgsi penelitian
dan pengenrbarisan cli daeral', Iia.jian ini nrr'nggr-rnakar peuelitian kualitatjldengan pendel<atan studi kasus.
Hasil dari kajiirir ini rrenlirnlruikan bahrva tirngsi peneiitian cian pengenrbangalr sudah tidak bisa
dikesampingkai cian hanrs ditelapkan dalari pe1.]j'L-1c-Eggalaan per.nel'ir.rtahan daerali dengan membentuk
lembaga penelitian dan pengeirrhangau Ci daerah.
Kata Ku nci: Kebilkan, PeneliiiarL t)i,at Pengernbanuait. Penierilltahi-rn DaereLh

Abstruct
Charges against research-based policy ltas become a clain, tkat is prevalent in hampi rsemua parts of the
world, rwt least in lndonesiq" But skill practice that applies particularly in alruast all governance tn the
region are responsible.for the spendingpolicies intheregion apparently still can not realize itsfull potential.
Infact many are bornwithout apolicy based on research andnot ieast thepolicy eouldtridak operations and
should be revised or evenwilhdrawn. The urgency to implement policies based on research and development
is becoming increasingly irnportant because of better demandfield, theory and rules ltave been urged to be
realized. This condition makes the importance of an institution that perforrus re,gesvch and development

functions intheregion. This studyuses qualitative researchwith case study approach. Theresults of this stud)
conclude that the research and development fu*ction cdn not be ruled out and sltoulcl be applied in the
implementation of local government by establishingresearch and development institutions in the regian.
Kqtwords: Policy, Research and Development, Local Goverflance

Tetap i [1er1gapa ref'om as i pc.rn erirtahan negara
vang ciernikirin lrras j:ingkauann-\.a dau hegitu radikal
1;erlrbahanru a belnm berhasiI rnerrciptakan goocl
qi)\:ef ittltlc,! \"airg nlrlxpu menibar.va Iirdonc-sia keluar
ciari niulti klisi:r r,'ang sudah rneiailda hangsa ini se"iak

19!i8? h,iengapa liitii belurn seherhasil Niuangthai clan

Kolea .tclatan rang telah ilrrlmpu kelual dar:i krisis
ekonorni vang sebenalnva Iebih parah.

Di era perclagangarr clan perlballglrnan ekonomi
mendatang. tidali rnungkin lagi bertahan han\.a dengan
rrrengandalkarr irrdrlstli-irrciustri manr:taktur konven-
sional {Finnans}:ah 2010). Putela (2008) menjelaskau
ha hr.l-a liegiaian pern ban ur-r n an cl e n ga n mengand alkan
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industri-industri inanufaktur konven-sional atau
dengan kata lain pembangunan tidak ditopang oieh
ihnu penge.tahuan dan teknologi, dapat membuat
terjadinya gejala pembangunan berbiaya tinggi,
ketergantungan pada hasil ilmu pengetahuan dan
teknologi luar negeri, dan tidak berkelanjutan.

1.{egara-negara Organization for Economic
Cooperation and Detelopment (OECD} telah
melakukan kebijakan eknomi berlandaskan ilnrt
pengetahuan (Kttow,ledge Base Econoryt) atau sering
disingkat menjadi KBE yang muncul karena peran
pengetahuan dan teknologi diakui sepenuhnrza dalanr
perturabuhan ekonomi. Landasan dari pemikiran
negara-fiegara OE,CD tersebut karena aclanya
peningkatan ekonomi Negara OECD terhadap
pertumbuhan investasi teknologi tiuggi {high
technology), industry' teknolagi tinggi, tenaga
berketrampilan tinggi serla hasil produksi yang luar
biasa (l\4u latsih datr Puter a2049).

CECD {20A5} mendefinisikan I(BE sebagai "ar
expressioru coined to describe tr"ends iN sdvsrucec{

economic torucrds greater dependence an knotvledge,
inJbrmation, and higlt skill levels, and the increasing
neerlfor ready acces to all of these by ihe busiltes,c afid
prblic sectors". Pemahaman definisi KBhl tersebut
menunjukkan bahrva dalam perkembangan ekonomi
saat ini semakin bergantung pada trremajran
pongetahuan dan teknologi, informasi, dan tenaga
kerj a ber ketrampilan tinggi.

Sejumlah Negara di karvasan Asia, sepedi
Taiwan, Singapura dan Korea Selatan (Fagerberg,
Srholec, dan Verspagen 2009) telah mampu
mengoptimalkan peran ilmu pengetahuan dan
teknologi dalarn pembangunan pelkeonomian dan
daya saing negaranya. Bahkan flegara-negara
berkembang yang tergabung dalam BRIC (Brazil,
Rusia, India, dan China) inampu muncul sebagai
kekuatan ekonomi baru di dunia dengau
memaksimalkan pengetahuat dan inovasi dalam
peningkatan daya saing. Brazil seb,agai sebuah negara
berkembang di karnasan Amerika Selatan firampu
merasakan dampak kebijakan pemerintah yang
berpihak pada pengetahuan dan irovasi. Hal ini
terbukti dengan peningkatan total ekspor Erazil yang
hanya?T milyar $ di tahun 1 984 menjadi 81 milyar $ di
tahtm2AA4, dengan pasar ekspor produksi mencapai
6s%(OECD200s).

Sementara itLr cli Indonesia apabila dibanding-
kan dengan Korea Selatan, Tairvan, Singapura, China,
India, dan Blraz,il,tewtyatamasih belum secara optirnal
memberclayakan iimu pengetahuan dan teknologi
dalam pertumbuhan ekonomi unfuk mendorong
kemakmuran bangsa rlan negara. Korrdisi ini
d ihrnjnkkan dari To t al F {rc t or P va duc t ivrAl (TFP} yan g
menggambarkan kontribusi ilmu pengetahuan dan
teknoiogi dalam pertumbuhan ekonomi nasional

masih sangat rendah dan bahkan negative selama

Indonesia merdeka. Peran ilmu pengetahuan dan

teknologi relatif tinggi hanya pada peitode 1991-1995
sebesar4o/0.

Memjuk pada rasio anggarax belanja penelitian
dan pengembangan (litbang) terhadap Gross Domestic
Product lGDP) di beherapa negara padatahwt 20A2,

menun-iukkan begitu jauhnya posisi Indonesia.
Negara-negara maju mengalokasikan anggarannya
untnk belanja lirbalg lebih besar daril9/o GDP. Bahkan
Jepang, Finlandia, Su.edia, dan {srael telah mencapai
angka 3Yo .Ini rnembuktikm bahw-a kemajuan dan

kemakmuran suatu negara tidaklah mungkin tanpa
ditopang aktivitas iluu"r pengetahuan dan teknologi
berbasis litbang. Posisi Indonesia han:.'a pada angka
0.08% dan hanya sejajar dengan Negara Srilank4
Peni, dar Jamaika, serta sedil<it lebih baik daripada
Nikaragna d.an Zambia. Sementara ilmu pengetahuan

dan teknologi di lingkungan ASEAN pada posisi
A,05%. Bila dibandingkan dengan Negara tetangga
seperti Thailand {0,24ya:} dan Malaysia (0,69%)
(Putera2011).

Bangsa Indouesia bukan tanpa usaha
memtrerdayakan iimu pengetahuan dan teknologi
daiam meningkatkan day-a saiug ekonomi. Kegiatan
riset telah dimulai sejak nrasa kolcnial Belandq
bahkan kemajuan dalam teknologi proses pada industri
gula dan mncang bangun perkeretaapian rnasa itu
tergoiong unggul. Begitu pula kebijakan higtt
techftolost, industry pesaw-at terbang yang pernah

menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ironisnya,
Zuhal dalam buliunva Kruov,ledge and In*ovation
OA101 melihat kejayaan nrasa lalu tersebut tak
Lrerbekas pada rlasa kini. Yang lerjadi justru
kemunduran terutama pasca krisis moneter di tahun
1998 la1u.

Pada konteks kekinian, pemtangunan ticlak
terkecuali peinbangunan itrnu pengetahuan dan

teknologi berbasis penelitian dan pengembangar
dapat berjalan dengan baik apabila negara tersebut
kuat. Negara kuat adalah Negara yaxg mampu
meningkatkan kapasitasnya untuk membangun
kebilakan publik.vallg unggul {Putera z}ru). Kondisi
ini mens.varatkan Negara untuk mernbentuk
" i inglcungan" atau "iklim" .vang mampu membangun
kedayasaingan setiap aktor di dalamnya. Iklim itu
diciptakan melalui kebijakan publik yang
mernl:erriayakan setiap organisasi dalam Negara.
Pemtrerdayaan organisasi didukung dari pemahaman
yang mendasar dari setiap pengarnbil kebi.jakan baik di
pusat maupun daerah untuk pentingnya keberadaan
dan peran ilinri pengetahuan dan teknologi berbasis
penelitian dan pengembangan dalam melakukan
percepaian peratangunan dan peningkatan da,va saing
daerah yang akumulasinya menjadi peuingkataa daya
saing nasional melalui inovasi yang diinisiasi oleh
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lembaga penelitian dan pengemban-uan.
Berdasarkan lrraian di atas nraka ada penna-

salahan yang periu dianalisis lebih dalarn ..'aitu ur!.*;r.i
kebijakan vang memberdavakan filngsi peuelitien cian

pengembangan dalarn penvelenggaraar pemerintahan
l.rhususnya di daerah. Lebih lanjul )'ang perlLr di
analisis adalah urgensi kebiiahan kelernbagaau
penelitian cian pengenrbangarr se traqtri u aclah
pengelolaan tungsi preneiitian tlan pcr..gembrrrgari iiri
sendiri. Melalui nrakalah ini penulis inencoba
nienganal i sisnya.

N'ial<sucl dari ka jian ini aclalah urtnk rrreurheri-
kan peniahalrlan tentang pentiuuin a ke ieri[;agearr
penelitian clari pel-rgem'bangail .iibeniiik cli daerali.
Sedangl,ian hriuan clali peneiitiarr irri .i aitrr ntciitbc'iikan
alasan yaug kt,trpt'eher-lsif t agi f-,s1193111bi1 kebi!akan
untuk dapat menrtrtLrskau tentang ite iltit),jtl\ u

keberadaan lembaua penelitinn riair perrecurhangan cli

daerah.

METODEPEI\ELITI,.\N
Kaj ian ini merupakan liaj ian kualittrtif dan

dikatesL.rikair sebagai ka-i iair er alLrasi Cengan
ruertggturakan pendekatan stu{li lia,sLts ( r'.,,.re, .s t lrI i e.'.; \.

Studi kasus bertuiuan tii'rtiik- ( I ) nrelghasilkan
deskripsi detail dari suatu penonteua: fl) r.nengenl-
bangkan penjelasan-pen!elasau r.ale d.apat diheril,:an
dari studi liasus itu: dan (3) n.lenge\ aluasi l-enomena-
fenomena (D. Gall & P. Gail 200i:.tr3t)). Situcli kasus
dilakukan di Kota Balikpapan. Kabupaten \{aciiLrl.
Provinsi Jarva Tengah cjan Pror irrsi K;rlirrrantarr
Selatari. Metode lnalitatif ciiutaksudl:arr aS:ar dapat
diperoleh pemahaman clan penafsiran \ang reiatil
tnendalanr teutang rlakna dari itnolteua \llng acll di
iapangan. Meuurut Bogclau dan 

-[a1lor 
l,ang r]rkutip

oleh (lvloieong 2007:3). rneur,atakan haht'a l;ajian
kualitatif aclalah seba-sai prosedur ka.jian lar)g
m en ghas il ka n d ata cleskripti i' be rupa kata- kitta rcfi rr 1 is
atau Iisau dari orang-orau,g clan pelilaku 5.arrt ciapet
diamati. Dalam ka! ian in i peitgumpLr lan data C i lakuka n

melalui obsenasi lapangan. \\'a1\,ancara ciengan para
pihak ),ang nremiliki keuenangan mengarnL',il
kebijakan. dan analisis dokumenrasi vai.rg dilal<Lrlran
dengan analisis hepustakaan dali sisi teori-tecri rarrg
niendukung clan peraturan-peraturan \,alig telah
dikeluarkan. Analisis data dilakr.rkan terhaclap data

.vang terkumpul untuk diagregasi. diorgarrisir: dan
diklasifi kasikan rner! adi unit-u n it r,;rn g dapat cl ikelola.
A-wegasi merupakan Llroses mengabstraksi hal-hal
khusus menjadi hal-hal unrllrn gtlna menenrukar pola
ulriuln data. Data dapat diorganisil secar:i ftpsncilogis.
l<ategori atau dimasulian ke dalanr tipologi. Diseurpirr:l
itu dukungan data dan laltta y"ang telati ada juga
dijadikan refererrsi untuk mei'nper'l,uat analisis tang
dilakuka.n.

Urgensi Kebijakan fulenetapkan Kelembagean Penelitian dan Pengenioangan di Daerah

(leguh Narutomo)

I{ASII, DAN PEMB.\I+ASAN
Hasil penelitian r-1an pengembangan (litbang)

1'ang akurat .lalam bentuli konsep, rrodel. skenario,
maLrpun pilihan kebijakan )'ang tepat dapat
direkornendasikan lurtuk mengatasi berbagai masalalt
l'ang timbul cli suatLl uegara mulai dari pentbahan
ilslim. kri.cis piil.lstll datt euerlti iringga solusi dalam
lair gkii nr,'lr in gliatl' a n produktiv itas di bertraga i sektor
pernLranglrnan. "firlak rnengheranhau -jiha pengambil
1'ebr.lakair di r'leqara-negara majLr terlebih dulu
rnelaiiulian kegiatan litbang sehelum nierumLtskan,'
rrienrbriet. dan nlenetapkan snalu tindakan Qtolicl').
Penelitian dau pen-eenr bangar,l (rescarch and
ilct,elcptrit:ttr) Lrelperai-r []enting dalam mendorotrg
kerna-i uail sr.latll fi egera

Kenclati ticlak clc-'nrikian dengan di lndonesia.
lielernbagaarr litbang bclunr nreriadi garda lerdepan
sebagai leinbaga lhirir tlrunk gona r.nerutluskan
kebiiakan pemeriutah. Jika terdapat hasil kebijakan
clari proses iitbang. nrlrrru{r kolisep. nrodel dan pilihan
Lebijakzrn 5,ang ilihasilkan masilt kurang dan balikan
jalang diuranlaatkarr sebagai dasar dalanr formulasi
clan ileltetal-1ail kebi.jakan oleft para pepgambil
kebiialair.

Nlasih kuraugnl a lemtraga litbarig berperan
alitif dalan: rneneutukal arair dan strategi
peirbangunan ciilihat dari kebijakan yang cliarlbil oleh
instarsi pemerintah baik di pLlsat maupun daerah.,vang
Lrelru;r lrerclasarkan liepada hasil iitbang atau resedrch
bu,o:et{ J,ut|it't,. I}engan dernili.iau prc)ses tildakan dalam
rurengimpienreutasikan lrebi.jakanpun sering rxellga-
larni lrericiala brliiirrn pada tingliat output atau
o ulc o iile.\ te;:dapat ketidakkesesriaian clengan apa )iang
nren jadi tr{uan liebijakan tersebnt.

lvlerrgariisi permasalahan ini diperlukan
keLreraniarr rirelailtrkar, iriovasi dalarn hal refbnnasi di
segala bitlang. Pernerintah pusat dan pemerintalt
ciaerah harus berani rnelahirkan inovasi kebijakan

] iing lebih merneranl<an tiurgsi pe nelitian dan
pengembangan dalam nrendorong keirajuan suatu
Negara. Hal ini sudah banl,ak diberikarl percon-
tohannva ole h ne-gara-negara maju dan tlegara
berkembairg rans kemudian mencapai peningkatan
kerna.jLrierr ekonoin i dari banesanya secara signifikan.

Int'i.,'asi rnenjacli pentirrg dalarn setiap lapisal
pen:erintah tia ik pemerir-rtirh pi,rsat nralipl-u1 pemerintah
ciaeralr. Pentingnva ilrovasi pailapemerintahan lokal di
Indonesia rnuiai nrenjadi perlratian sejak terjadinya
per,scseren sistem pemeriritahiLn da.ri st-:ntralisasi ke
deseirtralisasi. I)engan desentratrisasi. daerah dituntut
r.rr.rtuli rnandiri 1,akni penciptaan daerah .yang
l.rompetitii bagi lieberlangsunsan daerah tersebut.
lnor.'asi di pemerintah claeral-i Lnerupakan keharusan
daiam upa) a mencapai lienraiimuran dan kesejah-
tet"aan mas:\'lirakat dan tlaer'ahl5 a.
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Demi menciptakan inovasi diperliikan
pemerintahall yang kompetitif dan be;'rvau'asafi jauh,

-vaitu dengan mer,virausahahan hirokrasi. .[iu,a
kervirausahaan perlu dimil;ki Juga aparatur
pemerintahan sebagai pelayan masyarakat -vang biasa
clisebut entrepreneurial government. Kerr.irausahaan
aparatur ini ditujiikan agar tercipta birokrasi _rang
l-rerbudaya inovatiL kreatif dan kompetitif r.rntuk selaltt
lebih baik. lebih cepat dan lebih murah dalanr
memberikan la-vanan hepada n-ias.r arakat ses,-iai

cier-lgan misi pertanggungiar,t aban scsial (DaviC
Osborne clan Ted Gaeblel' ',9t;2).

Kebi-jakan tnor,asi hakikatnl a bcrsifat
horisontal, r,ertikal. temporai- dan sangat erat dengan
proses pembela.jaran (!earning proce.-rs') untuk
niendorong pengembangan kapasitas penieriritalirur
yang inovatif. Oleh l:arena itu. keliijakan iuolasi
berkaitan erat dengau perLrbaharr. fle ksibiiitas-
dinamisme dan masa depan. Kebiiakan inovasi nada
dasarn-va sangat berkaitan dengan aktir.'itas penel itian
dan pengembangar ltarena inovasi dilahirkan pasti
menggu nakan bas i s perte I itia n dan pen gemiran-tan.

Atas pertimbangan dinraksLrd. Pemerintah
seyog i anya m alr pr-l m enj a di r',-r olivstor dan fasi i i tator
yang handal dalam upala percepatan pembangrutair
daerah, sekaligus nrenjadi mediatc',r bagi kepentingan
hajathidup masyarakat secara lua-s. lni semua tentLlnJ*a

dapat diu,ujudkan melalui suatu kearifari dalarn
perumusan langkah dan kebijakan yang secara
berkualitas dapat rnenjadi pa)'Llng dan ttu-itunat-t

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di era

otonomi daerah saat ini. Disinilah clltkungan peran

penelitian dan pengemtrangan sangat diperlukan
dalam mengemban posisi strategis tersebut, baik
dalam lingkungan institusi pemerintahan itu sendiri
maupun non-pemerintah.

Da-lam perkembangannya. kelembagaan
penelitian dan pengernbangan di daerah tnengalarni
pasang sirrutt keberadaannva. Ilal ini lebih tranyak
disebahkan oleh kekurar-rgpahaman para pengambil
kebljalian di daerah 1'aitu Kepala Daerah terhadap
pentingnl'a fungsi penelitian dan pengembangan.

Bcrdasarkarr bentuk dan struktumva, tnaka organisasi
Bailan Penelitian dari l-'engembangan Daerah Provinsi
dapat dikategorikan rlalanr kelompok (1) Badan

Lrtbrn-u Daerali ciengan ttrgas pol<ok dan fungsi
(tupolisi) ke'iitkrailcan dan dipimpin Pejabat Eselon II,
(l t Badan l-itbang Cengati tLrpoksi kelitbangan dan
Lirl-rsari la jr dan drpinrpin Peja.bat E,seion II. (3) Kantor
t iibang dengan t,.rprelti kelitbangan dan dipimpion
Pe-iabat Eselon Ill" (1) Litbang menjadi satLr bidang di
dalair Bappeda dan dipimpin Pejabat Eseion 1I. (5)
Litban-e rnenjadi satu bidang di bawah Biro dala.m

Se kda Pror,. Kondisi ini hanya bettahan sampai dengan
aknil TahLrn 20I 6.

Semenjak dikeluarkan Pettaturan Pemerintalt
Noinor i8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

maka kelembagaan Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi juga mengalanii
pernbahan.

Tabel L Kondisi Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Sebelurn dan Sesudair Penetapan PPNo. 18

Tahun 201 6 Tentang Perangkat Daerah

PROVINSINO KATEGORI URAIAN NON4Eh]KLATUIT..
KEDUDUKAN, TUCAS
PCKOK. DAN F'L]NGSI

(TUPOKST)

Sampai Dengan Tahun
2416

Tahun 201 7

Setelah PP l8 Th 20i 6 ttg
PD

1. Kelompoli I Rerhentuk Badan Penelitian cJan

Pengenrbangan Daerah (BPPD )

dengan Tupolisi khusus
kelitbangan dan Dipimpin Pejabat
setingkat Eselon 11

I ) Balitbangda Provinsi i ) Balitbangda Provtnst
Sumatera Utara Sunatera Utara

2) Baiitbangda Provinsi
Riau

i.) Baliibangda Provinsi
.lambi

-1) Ralitbangda Provinsi
Sumatera Seiatan

.t ) Balitbangda Provinsi
Banten

u) Ba)itbrngda Pror,insi
Jau'a Tengah

i) Balitbangda Provinsi
Jal,'a Timur

Balitbangda Provinsi
Riau
Baiitbangda Provinsi
Jambi
Balitbangda Provinsi
Sun.ratera Selatan
Bappelitbangcla
Provinsi Banten
Bappelitbangda
Provinsi Jar.va TEngah
Balitbangda Provinsi
Jar,a Timur

2)

3)

-1)

s)

6)

7)
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8) Balitbargda Provinsi
Kalirilantan Selatan

9) Balitbangda Provinsi
Kaiimantan Timur

1 0) Baiitbangda Provinsi
Sulawesi Tengah

1 1) Balitbangda Provinsi
Sulawesi Seiatan

1 2) B alitb angda Provins i
Sularnesi Tenggara

1 3) Balitbangda Provinsi
Nusa Tenggara Tjmur

I :tr) Balitbangda Provinsi
Lampung

l5) BP3 lptek Provinsi
Jaw-a Barat

I 6) Balitbangda Provinsi
lV{aluku Utara

1 7) Balitbang Sfatistik
Daerah Provinsi
Bengk-u1u

18) Badan Lingkungan
Hidup dan Penelitian
Provinsi Nusa
Tenggara Barat

I 9) Badan Lingkungan
Hidup, Riset,
Teknologi, dan
Informasi (B al ihristi)
Provinsi Gorontalo

1) Kantor Litbang
Provinsi Kalimantan
Barat

Baiitbangda Provinsi
i(aliman{an Seiatan
Baliibangda Provitrsi
Kalinrantan Timur
Balitbangda Provinsi
Sr.rlaq,esi '[elgah

Balitbangda Pro.,'insi
.-{ulari.'esi Selatan
Balitbangdir Provinsi
Sula*esi Tengga.ra

Balitbiingcla Provinsi
Nrisa 

-lenggara Tirrrtir
Balitbangda Provinsi
Lanrpuirg

Balitbangda Provinsi
Jawa Barat
Balitbangda Provinsi
Mahrku Utara
BappelitbangdaProvin
si Bengkulu

8)

10)

11)

t2)

13)

14)

1s)
16)

17)

18)2 Kel:mpok Ii

3. Kelompok iII

4. Keion-rpok IV

Berbentuk Badan yang wajib
m enyelenggarakan tupoksi
kelitbangan dan beberapa urusan
lainnya sebagai tupoksi dan
Dipimpi n Pej abat setingkat
Eselon II

Berbentuk Kantor Penelitian dan
Pengembangan Daerah (KPPD)
dengan Tupoksi khusus
kelitbangan dan Dipimpin Fejabat
setingkat Eselon III
B erbentuk Eadan Perencanaan
Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) dan Dipimpin
Pejabat setingkat Eselon II,
sedangkan tupoksi kelitbangan
ditangani oleh salah sanr

"Bidang" atau"UPTD" yang
Dipimpin Pej abat setingkat
Eselon III

I 9) B:rppe-l ilbangclaPror.in
si Nr-rsa Tenggara
Barat

2U) Bappelitbarrgdit
Fliovinsi Gorontalo

I) BalitbangdaProvinsiK
alirnantan Barat

I j Bappeda Pror.insi
Aceh

3) Bappeda Prov. DKI
Jakarta

4) Bappecla & Statistik
Frov. Bangka
Belitung

5) Bappeda Prov.
Sumatera Barat

6) Bappeda Prov.
Kepulauan Riau

2t Bappelitbangda
Plovinsi Acetr

3) Batrrpelitbangda Prov.
DKI Jakata

-l) Bappelitbangda
Plovinsi Rangkir
Belitung

-5) 13alitbangclaProvinsi
SLrrnatera Barat

6) Bappelit'rrangila
ilro',,in si I(epulauan
Ria,rr
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5. Kelompok V tserbentuk Biro di barvair
Sekrel.il'iai Dacraii Prcr iitri
dengan nomenklatur" "Biro
Admlnistrasi Per irban-q una-ir

Sekretariat Daerah Pi:ovirsi" Can

Di pimpin Pe.i abat setingi<at
Eselon I[, sedar-lgkau tupoksi
keiitbangan ditanganl oleh saiah

satu "'Bagian" )'ang Dipimpin
Pejabat setingkat Eselon Ill

1) Bappecla Prov. Bali 1) Bappelitbangda
Provinsi Bali

8) Ba.ppeda Prov. 8) BaiitbangdaProvinsi
Sularvesi l]tara - Sularvesi Utara
UPTD Litbang

9) Bappeda Prov. 9) Bappelitbangda
Kalimantan Tengah Prorrinsi Kalimantan

Tengah

1 0) Bappecla Prov. l0) BalitbangdaProvinsi
Sularvesi Barat SLtlan'esi Barat

1J) Bappeda& Statistik ll) BappedaProvinsi
Pror,. N'latrukit Maluku

12'i Bappeda Pro'r. Papua. l2) BalitbangdaPro'rinsi
Papua

i3) Bappecla Pr"or'. Papua 13) BaJitbangdaProvinsi
Barai Papua Barat

1.1) Rappecia Prov. 14) Bappeda Provinsi
I(aliirlantan Utaia Kalima"ntan Utara

15) Biro Achnilrstlasi l-s) Bappeda Prol'insi
Pemban-qunaii Sekda Daerah Istimev;a
Proviirsi (Daerah Yogl'akarla
I sti me.,r a Ycg-vak ama)

Sumber : Olithan Dattt Bctdcm Litbcmg Kemcittlitgri

Feneta pa n ke b lj akan seh a ru s n,,-';l ci i dr,r liun g o I ei-r

berbagai pertimbangan )'ang kual dan mendasar-.

Semertara itu, dalam kettl''ataann-va penetapan
kebijakan selama ini cenderung inenimbuikan
permasalahan, yang antala lain disebatrkan olch dua
hal1'ang utanta. Perlama. adanya tumpang tindih dan

lie-tidahsinkron-an antar lcebijak;rn, baik y ang se- [evel
maupun antar tingkatan yellg lebih tinggi dengut yang

lebih rcndah. Persoalan penetapan kebijakan tersebut
tidak sa.ja terjadi antar institusi sektorai di tingkat Pusar
saja, tetapi juga antar unit sektoral di lingkungan
Pemerintah Daer ah.

Kedua, yaitu kebijahan yang ditetapkzrn
terkadang tidak dapat menyelesaikan masalah utatna.
dan bairkan justru berpotensi rneuimbitlkan masalah
banr yang membebani mas)'ara-kat, seliin-qga aklrim1'a
mengham bat I a-i u perturnbuhan daerah "

Di sisi lain, berbagai persoalan sebagai
irnplikasi penyelenggaraan otonorrri claeralr,,vattg
seharusnya rnendapat solLisi dari adanva langkah dan
l<ebiiakan secara konkrit belum dapat terselesail<an
secara tunta.s, seperli antara lain peitamir. te{adiny'-a
ketirnpangan pembangllnan antar daerah Can antar
wilayah serla renrlahuva tingkat keberdayaaii atau
procl Lrkti.,, itas ekon cm i I okal lnar"ip u u ni a s-va t'ak a-t yan g

diakibatkan oleh masih rendahitya kesadaran
pemerirrtah daelah clan para stakeholdernya dalarn

menciptaiian ikiirn inr,'estasi lang kondusif" Kedua,
belLrrn eleirtifirya sistim perencanaan prograrn dan

anggaran serla I-nekanisme koordinasi perencanaan
penrbangunan baik ditingi<at daerah rnetlpull ditingkat
nasronal. Dan ketiga. indikasi rendahnva. profesio-
naiisnre dan lambatnva proses refonnasi birolirasi
pernerintairan daerah dengan masih banl"aknya Perda

bermasalah dan kebijakan yang cenderung kontra-
produktif terhadap berkemban gnya kual itas pe I ayanan

publik dan produktivitas ekonomi lokal.
Berbagai persoalan dir:rakstrd behlm termasuk

isr-l-isu penriasaiahai) \ altg ntetr.r,eirtttit aspek sosial-
poiitil<. dan penvelenggaraan peinerintahan sepefti,
isri-isu kepernimpiiran daerah: konflik kewenangan
antar level pemerintalian; dan kont'lik sosial politik
1,ang berge3olak di beberapa d.aerah yang mengancam
iieutuhan NKRI; dan sebagainva.

Dikaitkan dengan berbagai persoalan dan
perliembangan isu strategis ditnaksud, maka
keberatjaan dan peran penelitian dan per-rgembangan

senrestinya akan menjadi sattqat penting dan strategis.

Sudali saatnya peran berbagai institusi penelitian dan
pengembangan segera clikedepankan sebagai sumber
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penyedia berbagai rekomenrlasi kebijalian 1'ang altan
ditetapkan oleh pam penyelenggara pemerintalran.
Dari berbagai institusi inilah diharaprkan iiapat lahir
berbagai kebiiakan stategis yang s-cara tepiri nraixplr
mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat
dalarn pelaksanaan cltonomi daerah dan kepentingan-
l<eperrtingarr politik lainrrr a.

Analisis Norrnatif

LIndang-tin d a n g Dasa r 1 9.15 (Ama ncl emen ke-4)
Pasal 3l a1'at 5 [-rUD 1945 anrsnciu^rilen lic'-4

men}:s[1lff,3n bahu,a "Penrerintali memaj,,ihal ilmn
pengetahuai: clan telncl o-ti rlen ilan nr e'cj Lrn i Lur g tiri g g i

nilai-nila-i aganrrl cian persirtrlau i';anssa uniuk
metlajukan peraclabirn s(:11a l<cse-iairtelaalr Liurat
manusia". Selain itu. p.errajLian iJn;li per:geialiLiar: dan
teknologi diseleuggarakan clengan nremperhatikan
hak r,varga negara untr-rk niendripatkari r:rauiaat ilari
ilmu per-rgetahuan clan teknologi sesuai dengan
anranah pasal 28 C r.'ang nenlelrLrlliair bahuir'"Su'tiap
ol'ang berha[< mengem'Dar:glian ci iri rnelalLii
pemenultan kebutuhan dasarrrr a. trerirali menii;.pat
pencli<.liiian dan melnpelolei-r uranfaat clai-i iLnu
pengetahuan dan teiinoiogi. senr ri:rli budava, cier-ni

meninskatkan trualjtas iridupn,va dair clemi liesejah-
teraan umat rnafl r.rsia",

Pengaturan dasar ini n-iengarnanahkan ii.epada
pemerintah dan tentur)) a senlua piliak ),an-Ei
rlenjalanltan pemerintahan untuli rneila.ji.ikair ilmu
pengetahuan dan teknologi ),ans impleritentasinya di
lapaugan dengan rnemberditr.akan liingsi penelitlan
dan pengembangan.

flndang Undang lrlomor !8 Tahun 2002 Tentzrrag
Sistem l{asional Penelitinn, Pengemb:rngan, dan
Penerapan fimu Pengetahuan tlan Teknolcgi

Undang-irnclang No l8 tahr,rn 200? rnetrgarii;l-
natkau rintuk memperkr-rtrt pengetahuan t'lan
pengemkraugan teknologi ) arlg clialahkan untuk
kesejahteraan Lrersa.rna. Pacla pasal 6 a1,at I upa.l.a
untuk memajukan pengetahuan dan teknoloqi tersebut
diiembagakan rnulai dari unsui' persLrruarl tirrggi"
lembaga litbang, badan usal'rti dan letnbaga penrurjarig.

Sejaian dengau amanat tersebut clapat clipahanti
bahr,r,a salah satu unsur selairl unsur lainnya adalah
adanya lembaga litbang. Llnsur lenrt,aga litbang y'ang
ada sebagai bagian dari lenibasa pernerintah rnerriliki
tungs i m enntn buh kern balr glian ll otir as i. r-ne m berikau
stimulasi clan fasilitas^ sefia rneuciptalian iklim vane
konclusif bagi perkernbanuan sistenr nasiotial
penelitian. pengembtngan clan peneraparl ilmr-t
pengetahuan dan lelinologi. Funqsi itu clisnsun
menjacli rnateri Lrndan-a.-ulldang Nr: I 8 dalanr pasal 1 I
a,vat (1).

Hal itrr sejalan derrgan upa-va untiil'i ineruperi.Lu.:t

t.irgensi Kebi.iakan l;lenetapkan Kelernbagaan Penelitiafi dan Pengentbangan di Daerah
(Teguh Narutomo)

l<ebijakan nasiorial riengau Lrasis riset. pengetal-ruan

dan teknologi. Dalarn liaitan riset sebagai instrumen
kebi-iaiian ciiatur r"lalan: pasal 2l a.v-at (2) bahwa
hrstnLmen Kebijakan sebagaittaua dimaksud pada
ayat (1) pasal 2ladalah diherikan sebagai bentuls
liemlrdahan dan drikungan ).ang dapat tnendorong
pertuuibLrhau dar sinergi senrua unsur sistem nasional
perreliiian. pelgernbar,gan clan penerapan ilmtt
pengetahuan dei; tekuolc;gi. Oleh karena itu sebagai
bagian i.ang uremperkuat sinergitas upaya
peiril.ranginran. lreberadaan leurbaga litbang nrenjadi
peniing.

Lr-'hih laniLrt. lJndang-Uirclang No 1B Tahun
2001 menLpirken pro.Cuk kebijal'ait claiair rangka
rr-rengeicla rian r;rerrrlar,'aqnriahan sr-trnber claya
Irrdonesia beseda isinva. Kaniittngan ULi No I 8 Tahun
2002 tentalrg sistt-n: nasional Penelitian. Pengem-
bangar da"rt Peilet'ap''an IInru Pengetahuan dat.i

fcll'iologi tersr'tnrt r:reliputi 9 bab dan 32 pasal.
tcili asir k penje lasan r:.i.,a. Seca ra po i itis kebij akan van g

ilittiangkan di dalanr i-li.-i No I 8 telah r.nernenuhi sl'arat
rialain pi'Lrses penyrisLrnanrva sehittgga regulasi ini
diunclarngkan pacla tanggal 29 Juli 2002. Sebagai
proclul< kebljakan IJIJ No l8 nreniacli acuan seluruh
etreineu 1'a.ng telcakup dalanr 'natig';rtan sistem riset
dan iror,asi 1'ang rneliputi lembaga penc'litian clan

pengenrLrangan. irergriruair tinggi, industri dan pihali
terkait lainnr-a. Terlebih lagi dalam mengaw-al
perkem bangan in cr,r si.

Irrovasi pada clasarnya merupakan suatlr
liesatual iiai'i seirnirpulan aktor. lernbaga, hubungan
iliteraksi dan prcses plodLrktif ),ang mempengaruhi
arah perkeurbangan dan sisterr penyebarannya. Pada

tingiiat nirsional inallpr.lll daerah. kapasitas inovatif
dapat rneniberikau perbanclingan bagainrana aktifitas
rnventif clan dilusi berrrb:rh sepaniang u'aktu,
bagainrana lruhuuganrrla dengaii fahtqrr-faktor
penclorong utama inr,ensi clan proses dilirsi sepeiti
m isalnva akses terliadap pendiclikau" perikrdungan dan
kekal aan intelektual atau pemberlahukan rc'gulasi dar"t

imkurn atau peraturan penurdang-undangan serta
korners ial isasi ataupun alih teknologi secara umum.

Raucangari kebijakan inovasi di daerah dapat
diarahkan untuli urentbantu mencl()ror1g invensi.
Kapasitas inovasi clapat meujadi indikasi penting
tentang Lragairnana kiner.la atar"r kemajuait claerah
telsebut sebagai sLrnrber invensi dan teknologi barLr

atau bagaimana daerah iersehut lnengelola sumber
da-va clan kapabiiitasnl a untuk memperoleh,
rnengemL.rangkan clan rlemanfaatkan pengetahnan,
teknologi i.lan heairlian sertl keterampilan. Daeralt
cieusan tingkat kap.las113. inovatif lebih tinggi sangat
berpotensi untuk berkerrbang Iebih cepat dalam
rneninglrltkirr-l perdagangan clan pendapatan
rrriisvaral,at f iing bernrurra pada laju pefinrnbuhart
ekorionri daeralr.
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Dalam kaitan itulali rnaka tiCak mengherankatr

.iika di dalam UU No 23 Tairrin 2014 mengahrr tentaiig
langkah-langkah inovatif dan n"ienetri;atkan Badan
Penelitian dan Pengembangan sebagai pentacu clan

pendorong kebijakan inovatif-cli daerair. Hal tersebut
jelas diamanatkan pada Pasal 387 A1'at 10 -vattg
berbuurl'i balru,a dalarn nr el akukan pe n i I a i a r"r terl-rad ap

inorrasi elaerah pemerintair pusat tnetnaui'aatkatt
ienrbaga,vang berkaita.n cleiigair penelitian clan

pengembangau.
Lebih lariiLrt senlangrit irentacrr kebiiirkiin .iitit

kegiatarr inovatif tersebtit rii claerali riinl at;rk:.ti cliria.tn

A',r:rt 12 pasal y"ang sama vaittt. Petneriit.taii tlar:ritit
mem[rerikan pc.nghargaen c1an atau inseiitif l.epada
incli.,'idu atau perangkat clr-erali vang nrel:ikitkau
inorrasi. Pada aspek penri:eriai'i penghargaari'.elseL;iLi
d iirtrtrihkaLn suatu lernhasa vailir ri.ie [a]i ilLa n pen i i ir ! l n.

srtpenrisi dan l-t.ict.lil,.l"iitg serta evallltsi !.rl-.t.iali;rit
inovatil l'ang berprinsin iracla heselerasan da,r
keterpadr-ran. ijntuk itrrlah clibutuhiian ienrLr:igrr

peneiitian dan pr-ngembangarl ",alig !r.:rt-lii'i se iicliri
yang berbentuk se1-iuah hadan sepei"ti d iarli i1aiuru I 

-1.'

No 23 lahun 2014 tentartg Femeriurairatt tr*elirir.

trndang Undang Nomor 12 TnEiun 2011 tent:rng
Penyusunarr Feraturan Ferundang- undan ga n

U rrdang-Undar:g Norror 12 Tahurt l0 i I

nrerrgat-r;r ketentuan bait*'ii serillla proth,rk perattiran
perrrndang-unciangan harus disertai Nirskah
Akaclemik. Seelangkarr lietentrian nengeri,;i t,:i.,niii
penyilsu nan Naskah A kaden': ik te Ieh ciicanturn f:a i-, ci air

diatur dalam Lan:pirun I linclarg-lludat:,r l{outor 1l
Tahun 201 I 1.'ang merupakan bagian tidal. terpisahiran
dali I Irrdarrg-t'rrdfi rrs iri i"

Dalam Latlpiran I Uncla;g-Undang Not.n.rr il
l-a"hun 2011 din-vatakan bahq'a Naskah ,{kacienrik
adalah naskah hasilpenelitian atau pengi'ajian huliuu.t
dan liasil penelitian lainnva terhariap sualu trasaiah
tertentu y'ang dapat dipert:rnggr,rngjauablran secara
iirn iah mengenai peilEatlrra[i nrasaiah tersebut
dalam suatu Rancangau [,indang- LJndang.
Rancangan Pera[uran Daerah Provinsi. RatrcanEalr

Peraturan I)aeralr Kahupaten/Kota. sebagai solusi
terhadap permasalahau dan [iebr-rtuhart hLikritu
masyarakat.

Amanah Undang-undang ini nrembcri pc-t'arr

kepada lembaga vairs meIalisanakau ftrn-esi peneiitian
dan pengembangan untr-rk selaln rnemberikan clan

melahirkan naskah akaclenrili sebagai bahatt lanu
memberi dukungan ilrniah terhaiiap Iahirnl'a
kebijakan pemerirttalt dalant bentr:k peratu,:al1
perunclang-urrdangan. Hal ini seslrai densan f"tlosol'i

liebijakan berbas irs riset (re,.i crrc lr buse policvl .

Undang Undang Nomc,r 23 Tahun 2Gl4 I-entang
Pemerintahan Daerah

Sebrl:aimana altranat ULr r\io. 2-l Tahun 2014
tentang Pem,-'r'iutahar: Daeriih pada Bab VItrl dalam
pasai-r:asal terkait Pembentukan Baclau Penelitian dan

Pengembangan dapat dirurjuk beberapa pasal.
Sebaga.imana Pasal 208 a1,'at (i) Kepala Daerah dan
DPRD clalatn menl'elenetarakan t.li'usatr Peme-

rintahan clilrautu oieh Peraiigkat Daeralt. Selanjutnya
Pasiii 209 a'r'iri ( 1 ) clarr (l) riinr':rtaiiaii bahrva perangkat
dii.:r'ah Provinsi da.n krihltpirtei.i,rkota tc'rdiri atas :

Sel<r.-trri:1 Daeriih. Sekletaliat DPRI), Inspektorat.
l)i,lis. dan E:,,,clirn serta K*carnatan ba-qi kabupaten/
kota.

l-erliait i!,r'ilgair perangkat daerah )iang
bclbcr:luk i:idarr c!ianranatkan pacla Pasal 219 Lrahlva
1r,l,.i:ui selrarr;riirilna clirtlksudkalt ilalanr pasai 209

a\:rt ( I ) I-i'.r'rif r d:n a-,'ai (2i hLrrul e clit-renfuk untttk
r rr'.' I li \,;ana kart fttn gs i per rtrit]ati g Lii't r sa tl petneri ntahan
r ang urenjr,tli iierrr:n:lngan daerali rnelipLrti ilereltca-
iril,lil. i\L'LrAngal-]. kepegar^,aiau serta penCidikan dan

lie :rlil)air. perieiitian c.lan pengenrba:tgai serla fungsi
laln sesLraj ciilgan ketentuau pel'aluratt perttndang-
Lrr; 'ir.tir gltn.

Oleir karena iingkup penunjang urltsan
pe ir ei j ntilhen d i sebLrtkan dengan.i el eis dalan [-Indarlg-
L ;rilarrg i.naka keernpat badan iersebut harus acla dj
strL;ktiir Jlen-reiiutaha:r daerah. Hal itu sama dengan
bcbei'3i13 i,ementeriati ]itru,s, te:lah secara jelas
i'li:cbritl..rtt dalarir Unciarig-IJndang f)asar 19''+5.

I.-erne ntei'iarr tersehut ltarus e,cla. sepanjang L.|UD 19'15

felse L-.irt be iLinr dirubah auiu ciiganti. Oieh karenatrr,a
ke berirr laa ir Baclan Perre I itian ntentpakan c ondi tio s inc
llii.i ttt )it,J L.t /tnr (se.rutit-t vlttgl ltarLts aCa berdasarkan
i.uriiiltg- Lurdang ).

ii;lrn a sa.ja 
-.. 

aug iliatirr dtiani Ltndang-tlndatlg
tei'sebrit rrda lah r arian clari bentLrk orgart isasi atatt t1'pe.

T1 pe clat'i kelenrba-qaan ditentukan betdasarkan

irL'irentuan beban kerja clengan clidasarkan kepada

-j ri nr ialt pe ndud u li " ltias rv jlava h. kem anrpttatl
keclarlga11 daerah dan cakupart tllgas. Dalanr kaitarr itu
rindang-undan-u nrembagi badan men-iadi lvpe A. B
dan C. Berbeda deu-oran penrbentul<an badan lain yang
tidak dianranatkan dengan jelas sebagaimana Pasal

2.19 hr,.ruf e. katakanlah sebagai contoh Badalt
Ketahanan Pangau nralia pembentukan tvadahirya
hartrs meminta persetujuan clari Gubemttr sebagai
$,,akil Penierintah PLrsat. Hal itu meruiuk sepefii
pernr intaan persetujuan sebagaimana diatur pada Pasal
212 1'ang secara mutatis tnutatdis diterapkan untuk
pasaj 219 hurut'e.

Secara teori penafsirart undnng-undatlg.
S Lrci ikno N4crtoliusntrttr mengartikan tafsir restriktif
sebaqai cara tafsir dengart ca.ra pembatasa.n penaf-siran

sesuai dengau kata, yang rnana kata tersebtrt sudah
nrernprinl,ai mal'na tettenttt. Apabila suatu nonlla
srr,lah ciirun[rskan secara jtias (.:tz|e.sls t,crbls), tnaka
penal'silan ]'ans bersifai kompielrs tidak iagi

56



dibutuhkan. l-afiir norma tersebut harus dicukirpkan
(iktiJa) dengan makna,'-ang.je las tersebut. Oleh karena
iar Badan Penelitian dan Pengernbaniran lirerupakan
Badan lang harus diwadahi oleh Ferrerintair Daerali.
Badan penelitian dan Pengembangan dapat
meiaksanakan banyal< penelitian .vang dapat rneniacli
rekomendasi kebi jakan.

Pada tin ghatan ke bi i ahan. ki n i senrak in d isaciali
brahrva daerah ,-nemegang ltr:rci daiail perrrbanuunan.
Keberadaan llelal,u keiitbancari rnei-upakan dava
dorong perubaharl vang peiitiirg baei peneemb:uru.ari
iln:u pengetai"iuan dait teknologi !iing ute lloljang
pembangurtnn. I(ebiiakan otolrorni clael'ah tang rclalr
ditetapkan daltrnl nrenjiilarrl'an rcrcla pengel.)iaa!r
pemerintahart daerah. nrenrunql'i;rlitrr periinukatan
nilai tarribair sumber clat'a dacrillrrrr a seca;'lr ir:bih
bermakua sesuai dc'ngan priolitas dan kepentingau
setempat. Untuk itu se-9enap-r potensi kelitbansalt elan

pelaku kelitbangan perlu clikc-r'ahkan secar a crektif'<iaii
ef-tsien dalam merumr,rskau lietrijakan rlaeiah deugarr
tidak melupakau untuk rnenr.eiirrasliatr cleugan
perl,ernbangan )altg tei'jadi pacle tinui'a1 itisioitr].1 .iat]
global.

Oleh liarerra itli. peneiratarr Bitriari fcnelitiarr
dan Pengetlbangari ilerrjacl i pentinu uttuk
diperjuangkan. L)engan clerriikian .egala sesuafti \ aug
terkait dengan kernajuan perrbangunan claerah bisa
dilakulian perliiraan sesuai dengau poteirsi. haniL:atan
dan kendala 1,ang acla. ficiak senrLr:r Baclan p.c:rrelitian
dan pengembangan vans acia rnerriiif,i ile;ua;rrir.rat'r
tinggi dalanr rangka urelai'sauaiiln tr.rga!-iLigas
perielitian clan pernbangrrriai.). Bebeiiipa fielenra-hair
r-neudasar dari badan peneiiiiarr clan penuernberuau
adalah tidak adanr, a l-l'ogiaill 1,'en ittgliatirri itiLpas itas
untuli memperkuat hineria surnber Car a peneiiti vang
adadibaclan litbang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentan g Pe rangkat f)aerah.

Peratnran Pemerintah Nr.;urirr 13 -l'alrurr

20 I 6merupakan per"ubahan clari Peratu;-al Penierintll-r
Nomor 41 TahLrn 2007 tentane Orqanisesi Perangkat
Daerah ditnana ada rnulti persepsi terlra.dap peugatr,rral)
kelembagaan or-eani sas i penel itian clan pen genl bangari
di daerah. Dalanr Pasal 12 Peraturan Pernerintah
Notnor 41 lalrun 2007 diahrr ientang peruitlpuuan
urusan pemerintahan valrg dirvaclahi dalarrr bentLrk
badan. kantoq inspektorat. dan nrmah sak!t tere'liri dari
salah satlln),-.a adalah hidang prnelitian dan
pengembangan. Tetapi clalanr penjelasan pasal
cliberika.n pennisalan gabr-rngan perllmp,uu.rlr antar:i
urusan perencanaan pembangunan diuabung ilelrgac
rlrusan pene I itian dan pengern bar; gair.

Narnpaknl.a para pen):usun Peraturan Penterin-
tah Nornor' I 8 Talrur-r 201 6 .juga ticlak terlalu
menral.:ami urgensitrrnusi penelitian dan pengrlr-

Urgensi Kebijakan itlenet,lpkan Keiembagaan Penelitian dan Pengernbangan di Daerah
(Teguh Narutomo)

bangan dan cenclerurrg rxenggunakan klaustrl pasal

yang pemah diatr-rr dalatt Peratura.u Pemelintah
Nornoi' 4l Tahun 2007. Hal ini terlihat dalam Pasal2T
alat (3) untuk Provinsi dan Pasal ,lB ayat (3) untuk
kabupatenlkota 5zang rn erutupunkan fim gs i pen unj a n g
pereilcanaalr serta penelitian dan prengettbangan.
Padahal pembagiarr tungsi pennlr_iang sudalt
ditege.skair claianr pasal 2 i9 UnCairg Undang Nomor
li Jahun f C l.! r ang ciipisrihkan antat'a peneltiatr dau
perrger:rbanoan dengari perencanaan peinbangunatt.
I-tal ini iilernhuat peluaiig Bacian Litbarrg Daerah untuit
'oeicliri sc;rriiri rnen iacli keci! kembaIi.

Perilturan Fr"esideu
Keberaclaai: Badan Panelitian cla,n Pertgern-

J.ransan sebagai sebu;ih orgarri:;asi cliatur clalan.t

Peratirran Presiclen l\jr:rnor I I 'ftrhun 2{il5 tentang
Kementerian Dalarn Negeri. Beterapa pasal terl<ait
deriqarr itelrerar-]ean Badan Perr.:litian dan Pengem-
baugan adalrh pasai 12. i\ at ( I ) dan (2). l)alan'r pasal

tersebui clisebutlian balrrr'a Radan Penelitian clair

Pengel-ibangan l"reracla clibanah clan bertanggung

-iaivab krpacia i\lenteri Dalam Negeri dan dipirrpin
oleh Kepaia Baclan.

Kepala Birdan secin':l struktural bertanggung

.larvab kepacla lVlenteri Daiam liegeri. Jabatan Kepala
Bacliin setai'a densan jabatan Direktur Jenderal di
konrl:louen lair-rn-r'a. Sebagai s:itu satuan organisasi di
lier:rerrter"ian Dalarn Negeri, Baclan Penelitian dan

Pcngenrbangarr memiiiki peran peniinjang dalam
rnerrinrLisl<ail atftri ffien-{usLri.i iiebijakan dan peran
penilir kri n g iairn-r a.

Serlangkan tilgas Badarr sebagairnara
dirr', ataka;.r pirtla Pasal 33. Radan Penelitirui dan
Pengenibairgzrn urernpunfiri trigas melaksanakan
penei i i ian dair pen ge*r bi rrr gan cl i bidang pemerintahatr
daiarn negeri sc'suiii rleirgarr ketentuan peraturatr

1:erLurclang-unciangan. Pasal i3. Baclan Penelitian dan
Pengernban,{an ilenl'elenggarakan i'irngsi, (l )

Penl'usunan kebijakan tekr-ris. program, clan anggaran
penelitian dan pengerrrbangan di bidang penrerintahan
dalam negeri: (2) Pelahsanaan perelitian clan
penge rnbangan cii bidang pemerintahan dalaur negeri:
(3) Pelaksariaan penghaiian kebijahan di bidang
perneliritaharr daliurr uegeli: (4) Pemantauan. evaluasi
ilan pelaporan pelalisarraa-ir penelitiarr dan
pengemhangan cli bidang pernerintahan dalam negeri;
(5) Petaksauaau lasilit:rsi inovasi daerah lioordinasi
dan silkror:i-sasi peialtsauaan penelitian dan
peugembangai: pernerintah daerah: (6) Pelaksanaan
administrn:ri badan pe nelitian clan pengerubangan; dan

{7) Pc:l*i;.;anaan firngsi [airr -r,ang cliberikan oleh
Menteri.

Sehagai perlornan peratllriin presiiicn tersebut
dituangliau ke dalaur peratllial] operasional tentang
orgairisasi dau tata iierie oleh iVlenteri l)alam Negeri
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yaitr : Permendagt'i lrJr-.tnlrr ,'1i l-ilhtut l0 ! i tc'trlattu

Organ i sas i dau'l ata ii.er] I Kctn eltte ri an Ilal atr N e gc' r' i .

Peraturan N'lenteri Dalam Negeri
Kelitbangan BPP Ketreudagt'i dan BPP

Provinsi atar,r sebutnrt lainnya afau lenrbaga )'ang
lrenl,crlerggarakait firngsi k€litll.-ulgiul serta BPP

Kabupateri/Kota aiaii sehulaii iaintty a alar"t iernba-{:

) iing rnenyelenggar:lian iLrngsi l;eiitbat:gan rrel'tlila-
kan kei i tbringau dala nt penr' elen ggat'aa rr pr:tlet' i r ltaita it

dalant neget'i d; linglrungan k.'iitendrgt'i iian
penreritttalian ilaerah. Fada dasantta. penlttitrren
kegiatan keiitbaugan hirtgga lie r'iaerah Prrrvittsi.
Kabuparen datr Koia cliatLrr clalair Pet'lnertclagri
1i:r'sebut. Dettgan itu semtta -ir:las trrentpei'si'lt'iitl.,att
adanr,'a kelernba-qaan peucIili;rn dan peitEentbatrga,,r

secara tersend iri ri i orgartisas i pei:angk at cLaerr.it .

Dalam Pennertdagti Ncrrllc:r 20 Tehun 101 i

terrtar.lg Pedoman Penelitiari clan Pettgettlbilrrsatl dt

I-ingkuugan Kenrenclagri clati Pemerittttrhan lherali.
mengatur tentang alitilitas keiiibangan BPP K*nrenilii-
gri dan BPF Frr-,vinsi sei'ta BPP Kabupateittlic'ia
merLrpakan iielitbang*n cialatu pelileieirggaraair
pemeri rtaliau cla lar negeri cli I i ngktrirgait irerrctttl lr gri

dan pemerintahan daeralr.llj"'lliui Peri:te:tiiits,l'i
Nomor 20 Taltutr 201 i dilal:irkan perlrbaircrr
paracligrrra terhaclal; perrelitian clan petrgettilrattgart rii
linsliungan peinerirttahat ilalatr i-regeri. Palailigrlla

)'arlg peftan:a dirubah aclalali firi,gsi claiirnt pertciitiair
dail pengembangat'r" ticlirk han;r'a fintg:ri penelilrart ii:rrt

pengembangan,*aja. Fungsi iiiperliias rlengati iebtitai r

kelitbangan ]'ailg tcrtliri dari iirilgsi i.'enelitian.
pengemban gan. pen gk ai ia n. petleiapan. perekai asaart

dan pengope-rasian.
Pa-racliglna keiiua din..atakan dalarn Perntett-

dagri tersebut -i'aitu i:loiiel lieiitbatrean saftt 1-,irttLi.

Iraradigma, ini inenf atakan baitrva sentua lregiata:l
y'ang masuli dalam rar:ah kelitbirtlgait. harr.is cliialittirarr
oleh Baclan Litba.ng atau paling ticlak terlioc.i'ditta:;i
oleh Badan Litbang. ilel'dasat'kart ketettiti.ttt itti
rnernbua.t senruA tt ttit clait koirrpcuen hai'i-ts
mer ginfi'rrmasikan lieg iatann,va :tac g ttrasttli clal ;rnr

ranah kelitbangarl dal secara bertairap sa[tpai Bai'latt

Litban g m arrpll tn el aku kann-va setrcl i ri. rnaka l<egi:rtatt

tersebut sudah hanrs diserahliart kep:rda Bacian [.itbarig
Kernendagri rntrr-rputt Baclatt Lilbang Provirtsi clan

Kabupaten/Kota.
Dalam Fermenrlagti irri .fuga diatur latlr keli:ia

kelitbangan vang hants strclalt tnuiai diraticai-u claiani
g,roncl c/e:;igru kelithangan serta rortit iutty.t iielithai ,garl.

Sehingga secara bertahap suclait r.i,-tlai direltcanakan
dan dilaksanakan progra:n peninglia1:rr iiap35 j125

kelitbangal, irail< cli Iittukung.artnva nrasittg-itra\irrg
maupurl daiail keranslra .i;rring.:n lret'iasattia aitti:r
** ilavah maupu n sc cara be i_i erlj an g: artara ileirtcri; rtah

pusat cian penrerintah iia.ei'air. Peningkatan liapirsira:

tersebut sudah harus dimuiai dari tingkatan individu,
kelembagaan dan si stem kel itban gan.

Penegasaan tentang urgensi pembentukan
iembaga yarg menjalankan fungsi kelitbangan dalam
bentuk SKPD. Sudah ditegaskan dalam peraturan
peralihan Permendagri ini bahwa pemerintah provinsi
dan pernerintah kabupatenlkata untuk membentuk
Badan Litbang dalam bentuk Satuan I(erjaPemerintah
Daerah (SKPD) paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkannya Fermendagri Nomor 20 Tahun 2Sl1
tersebut.

Permendagri Nomor' 20 Tahun 2011 tentang
Fedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
telah dikembangkan dengan keluarnya Permendagri
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerali. Permendagri
Nornor 14 Tahun 2014 telah mengatur mekanisrne dan

standard peiaksanaan kegiatan fungsi Lrtama

kelitbangan yaifu kegiatan penelitian, pengembangan,
pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengopera-
sian. Disamping itu juga mengafltr pendayagunaal
hasil kelitbangan yang meliputi monitoring dan

evaluasi serta mekanisme pelaporan.
Selain Petmendagri Nomor 14 Tahun 2414,

pada u'aktu yang sama juga telah dilceluarkan
Permendagri Nomor 15 Tahun 2A14 bntang Petunjuk
Teknis Operasional Penyusunan KaryaTulis Ilmiah di
Lingkungan Kemente-rian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah. Permendagri ini mengatur
mekanisme penyusunan karya tulis ilmiah yang diatur
sej ak anatomi karya ilmiah kel itban gan sampai dengan

etika penyusunan karya ihaiah.
Setelah penggantian pimpiran nasional dengan

terpilihnya Presiden Jolio Widodo, maka terjadi
perubahan struktur organisasi khususnya di dalam
lingkup Kemendagri. F{al itu dijabarkan dalam
Fermendagri Nomor 43 Tahun 2415 tentang
Organ isasi dan Tata Kerj a Kem enterian l)alarn N egeri.
Dimana Pasal 1171 sampai dengan 1261 Permendagri
Nomor 43 Tahun 2015, mengafllr tentang stmktur
r:rganisasi ctran furtgsi Badan Pene Iitian dan
Pengembangan di lingkup Kemendagri. l)alam
pengaturan rlisini tidak mengaturBadan Penelitiatr dan

Pengembangan Daerah. Karena itu pengaturan tentang
Badan Penelitian clan Pengembangan Daerah secara

teknis masih mengacu kepada Fetmentlagri No.20 thn
201I tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan

di l,ingkungan Fiemetdagri dan Pemerintahan I)aerah.
Daiam perkenrbangannya Permendagri Nomor

20 Tahun 2011 tentang Pedornan Penelitian dan

Pengembangan di Lingliungan Kemendagri dan

Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 14 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional
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Pelaksanaan Kegiatar Perieliiian clari Pengenibairgan
di Lingkungan Keir-ienterian Dalam Negeri clan

Penrerintalran Daelah, dan Permenclagri Nornor l5
Tahun 2014 tentang Petuniuk Tekr:is Operirsional
Pen,vusunan Karya 1'Lrlis Iliniah di Lingkungan
Kernenterian f)alam Negeri dan Penierjntahan l)aelah
telalr clilakLrkan pembahan vang snLrstansinr,a
disatukan menladi Peurreuciagt'iNi-,rttor i 7'f.tltLu; llt 16

tentang Pedomau Penelitian clan Pengcrlbarrgan ,:1i

I-ingkungan Kerneudagri clan Peri-reriutahan Daerali.
Dalam Permendagri Nomor l7 'trahr-rn 20i6 secala
ulnurn ticlak terla[Li bar:;.ak. nreialit,lrzili Llerlibahan.
Adapun perubahan ,varrg diiakukan l,ititr-r ter'hatiap
iuirgsi lielitbangan 1'arig clitarubair clerigan er.,aiuasi
kebijakan sehingga nrenjacli 7 firngsi vaitu penelitian.
pc-ngenr bangan. pengka i i an. pele kar' r saan. periera piin.
pengoperasian ciirn er,aiuasi kebilakan. Ilisiirri jrirrS iaL

mekanisme opera'rioiiai kegiatan kelitlriingau
disederhanakan liernbali- sehingga ticlak nrensatrir
secara detil.

Dengan keiuarn,r,a pernrenCagri 5.ang iutensil'
mengatur firngsi kelitbancail. seuraliin lneirguatlian
kebutuhan adar.rla lernbaga Badan Penelitian dair
Pengembangan l)aerah sebasai pengatai kebijakarr
lang dilakukan di riaelah. Hirl ini diselrabkan f]li-rsofl
researclt ltuse |solicl, harus srLdah ciitelaprlian di daerair

-iuga dan lerrbaga y'arig dapat mengai.r.al hai te-rsebirt
adalah Baclarr Penelitian dan Pensenr bangan Daerah.

Peraturan Bersarna N{enteri Riste}i ilnn Dlenteri
f)atram Negeri

Peraturan Bersarra \{enristeti dan :\,r{eltclagri

lriomor 03 darr i6 Tahun2012 tentang Per:riratarl
Sistem trnovasi Daerah (SiDa). Pada Pasal i6 Atat 12)
mengatur tentang perlataan terhaclzrp penierinialran
daerah, dilakulian dengan cara p(lulllentLikar-r Badtrn
Penelitian dan Pengemban5lan Daerah iBPPI);. Guna
rneningkatkan cla-va saing daerah menthailapi
persaingan globai maka teiah ditetapkiln peratui'arl
bersamayang mengatrlr lenta.ng sistem inovasi daeralr.

Disadari tiahrva salah satu liiltcr da.ra saing
tersebut adalah pengua-caan ihirii perrgelahuan clan

teknologi yang sesuai clengan lieulajr-rar-' baugsa-
bangsa di dr-rnia. Dalani kaitan itr,r cliperlukair sinergi
pusat clan claerah untuli melaiiukan berbagr-ii inur asi
yalrg dihasilkan sebagai proses irrtrrriil<..i arltirra
pengliasil dan penggllllrl ilmu pengetahLrau dan
teknologi seL-al'a sinergis. terintegrasi diiiam suatu
sistern vartg teraral-i dan berlielaniuian. Untuk itir tiriirk
dapat dihindari daerah per'lu menrperkir:rt ienibage

),ar1g berfungsi melaksanakan peuelitiar daii
pengembatrean yang malllpu nrerlga*,iiI kegiatan
inovasi di daerah.

Oleh karenanva saiah sa.tu \,'ang diarnanatkan
dalam Peraluran Bersama Menristek & l\4enilagii
Nonror 03 dan 36 thr 20if tentang Penguaran Slila.

Uigensi Kebijakan itilenetepkan Kelembagaatr Penel(ian dar Pengembangan di Daerah

(Teguh Narutomo)

Pasal i6 a"v-at il) : Penataart terhadap pemerintahan
daerah. diiakukan cler:gan cara pembentukatt Badan
Pc'nelitiirn dan Pergenilrangtrn daerah (BPFD). Peran
pernerintah daerah nrenjacli saugat penting
sebagaimana clisebntkan pada pasal 3 a),at (2) dari
peraturan bersarrra tersetiut 1'aitu: Gubernur
in et.ieta pkan lieb i-ialia n penguatall S IDa ci i ;rrr''r- itt ri ci att

K;i i rti t.raiett/Kr,ta.
Selan"iLrtl,r a ciisebr-rrlian 1;Lrla pacla Pasal 5. pasai

6., 1;asal 7. dari pesal I bahu'a kebijakal pengutrtan
SilJa rnerr:rLi"lL Ro(td ;1.14;; peugitatan SIDa,vang
cliintegiasiltair ke cJalam Reiicana i?embangunati
.langke Mer;engah IJaerah (RPJI,fD) datt Rencann
I(eli a Per.neli ntah flaerah{ RKP D.1. Kegiatan dern ikian
tirrtutl\'a sangat iii{lltrrhlian sebuah leilbzrga yang
'nerIungsi untuli nrengkordinarsikan seiuruh kegiatan
terkait.Terlebil: lagi clengan adanr.'a dokunte;t
pererical.]aan din-;aksucl, para pelakLr iuovasi baili

llenrerintail" ciunia usaha rrarrpurl para akaclerlisi.
perreliti rrrerniiiki acuan lbriral $eg*i guidtmce) cla"lar:t

in el aksana kan liegi atarr irrol'asi" baik y ang tl i'fokuskan
pada pengernbangan pLlsat unggulan \center oJ

ercalettct;.\ nraupun inovasi y'ang clifbkusliart pada

pengenrbanuatt procitrk ungg,.tian daerair pada setiap
kari,asau stratc'gis. Deiigalr penclekatan sistetn ini.
pr{)gi:a11r per:rLlanguniiu sektoral cl;rn lintas sektoral
sebagai iurpleu'ientasi llebiIaliiin y'ang diarahkan par-1a

penirrgkalan Lesejahteraan nasyarakat, cliharapkan
dapat ineircapai saselan yang optimal. baik dalam iial
pelar,anan priblik" penirrekatau da.,,a saing mallpun
kesej ahtelaan ur asi'arakat.

Dari apa va::g ,.lirrraikan di atas balit'a secara

r lri'idis ilul<Lrngan penrbentulian Badan Penelitian clan

Perigenrbangan hiugga ke ringkat li.abupaten/kota
sangat tinggi. LILI No. i8 l-ahLrn 2002. tju No. ?3

Tahun 1014. Peraturan Presiden Nomtrr II TahLni

l0I 5" Penrienciagri Noinr>r .1-i Tahun 201 5 dart
l)etnerrdagri No.20 Tahuu 20l1 urengatur teutang
perrbentukan Raclan Penelitian cian Peugenrbangan cii

daerah. Dari sisi pengirturari UU maka dapat
disimpulkar-r bah'nva amanat yang paling jelas dan
eliplisit diatur clalam Llll No. 23 Tahun 2014 yang
kerirr-rciian Ciikuti rlergan Peraturan Presiden No. 1-5

Tehun 2{ii5 clan Fennendaqri l\o. 43 Tahun 20t5.
Kebillllian pet'rrbc:ntukan \;ar.!g rnela.tari Ll t-l No. 23

I ahun 201-+ tirtak teriepas dari kesaclaran akat
pentiugnl a kehijakan )'ang brerbasiskart riset.
SeliubLrrrgan clengan inr tiilak dapat cliabaikan pula
terrtailg lietrijakur iairr 5,ang sangat berhubtingan erat
d en gan iie-u i atan kel it ban giin se.j a lan clen gan di nam ika
politik. e-korrt,inri. sosial clan budal'a 1,ang berkenrbang"
yarrg rnembutrrhlian keberadaan lembaga iitbang.
sebagai rnan a 1'art g akarr d i Lrrarkan beriliut.

Ar*h Kebijtlian I(elitb:rngan 2CII4-2$t 9
l,.andasau operasiorrai Progran.r tlan Kegiatan
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Kelitbangan l0 l 5 -2 0 1 9 acla lah. Pertatir a cia iaiii
merunlLlskan kebi.ji:knn strategis" pemerintah dan
penrerintah daerah hat'us nteurpet'iitr:bangl;an
masukan dan pattdangan )'ang diberikan oieir iti-tsrtr

kelembagaan ilmLr pengetahuan dan teknologi (Fasal

2A ay.at (3) UIt No. l8 Tahnn 2002): Kec1ua.,

pembinaar: dan penga\',asan pettl'elenggaraait
pemer intahan d aei"ah sec i'ir.r- n i s i o na I c[ i koord i ;-.r asi],.an

oleh Menteri Dalarn Negeri (Pasal 373 alat {l ) dan
a,vat (2)" Pasal 374 ayat i2l dan Pa.,"ai -i75 a1'at (5). Ufj
No. 23 TahLur 2014); Itetiga" penil:riatr Inolasi Da,eralt
(Pasal 388 a,r'ai 19). Lr{-lirb.23 Tahun 201.i1: Ke e inpat.
peranakat Daerah Pror-irrsi dan k-a'orrpatcu/Kola Ltntuk
melaksanairan Funssi Penga.,i'asan LJt itsat.t Peird:r
l'ang meujadi I(euenangan Daeiah irreliputi: Perenca-
naant Keuart*atit Kepegaxaian serta Pendidilian (iali
Pelatihan: Pene I iiien clan Pensenrhan,rlar r : clari tir n gsi

lain sesuai deng:rn l.:ettrtuan peratLrran pr:r'utti,iang-

Lrndangan sebagaimaira di cl:rlam Pe,r.]eliirau Pasal 109
ayat (2) hunrf e dm Pasal 219 ar.at (l)" LIi-t )'lo.l-l
'i-ahurr 

20 i 4): Ke iima" perencarla,.ii-i peml,ralrgiinan
nasionai El i sLr stin sL'citra s i stet rr ati s. ieriiralt. lriip:i.lu.
rnen-vehrruh, dari tirrtggap terharlap pet'Lrbahet-l (Fa:trl l
a1':t {2) LILI No. 25 tahun 1004i: lie eniirt'r. keL,ijairair
untuk nien-eatasi pennasali:1rail tr:'ientLr. ltsgia.ltrir

tertentu" atau rrerrcallai tu jLrart terterrtil r'aitg be-rkc.naatt

dengan 1;epeiltingan iian lrar.ifaal- or arr.g ban;.'aii
ciiLrrituhkarr setiap warga rlegara rnelalrii suAtll :ir]tdt,.l
pemerintahan )'ang meiidukLtn!-I tr"-rciptlrtrI
penS'elengrgaraan pelavatian pirblik -\'ang i''r ir:it
(Ferjelasirn Urnritn clan irenjeias:ur Pasai d,:tt'ri Pasai
pada Fasal 5 ay'at (3)hLimf c litl Nb.25-[rL]:iitt lt)0!it:
Ke tu3nh. pe*rhiriaan atiis penlelentgaraali
peureriutahan daeralr diiai'rsrutirlietr olelt Fernet'int:iit
y'iir.rg rn eii piri i koorcli rtas i rcnterintaltao artar siis Ltlla n

pemerirttah*rr; peu; L.elian peciomatr cien stancl:i'
pe!aI<sanailn urusiin pe,tnerirrtirlran: 1rr=uiheriat.t
bimbirrgan. superlisi clan kt--,irsi-iiiasr pelall:,arraan
urllsan pernerintah;rn: pencliilik:rn ciart pelarihar:: dan
penelitian, pengeini:,anre,ir" pelnai:tauaii darr er,aliiasi
pelalisanaan urlrsan pe;reriniahatt (Pasal 2 a-o-'irf i 1 ) PP

No. 79 Tahitn 2005): Ke deli pan. peilcnrar, Perelitian
dan Pengenlbangan ili Lingirrrngan I{enrenterirlit
Ilalanr Negeri dart Perlerintahair Ilaeralr (Pi'r'rneti-
tiagli No. 20 'lahun 2011): Ke sen-lbiiail. pellgLratail
Sistem lnor,asi daerai-r (Peratr:r'an Belsarna ir'Jet:i'isteli
dan Nlendagri No.Oii Tahun 2012 ciair 016lahr;r:2011
Tanggal 25 April 2012): i(e sepr-rlult. pelunjuk'fcknis
OLrerasional Felalisanaait Kegiatan Penelitian dail
Pengembangan di Lingkun.qan Ket.t-ieirteriart -Daliulr
Ncgeri clan Pemeritrtah Daer ah ( nDerl^'etrclagri lrlo. I -i

Tahun 20 14): Ke setrt:Ias. petr-urjul< Teknis Opei'asional
Pen5,'usunan Karya Tulis Ilrliah cii Lingkr.rn-gan

i(ementel'ian Dalam Negel'i clart Peiriet'intalt D;rerair
(Pernrenciagri No.l5 Tahirn 2011): Ite clLta belas.
disarnping lanrlasan operasional pi.rd.a ar-lgka I si.! 9.

ir.-;i.i'e I er.i g uaraen i'e g i a tari i :e lit ban ga rr r.1 i I i ngkunga rl

Kenrenterirn l)aian-, Negeri dait Petnel'irrtahan i)aeralt

.iir5:,a :it,:tnp,,'Llornalli berbagai ketentuan lain yang
teiiiait.

ANALISIS TEORITIK
Berdasarkan pendapat Dwight Waklo (Rirvu

Kaho1997), Bamard (1950), The Liang Gie (dalarn
RiN.u Kaho1997), Sutarto (1985) dan Nawawi (1984),
pada hakekatnya otganisasi dapat ciiartikan sebagai
kerj asama ant.ara oran g-orallg untuk mencapai ttrj u an

bersama. Agar tujuan organisasi dicapai maka
kerjasama melibatkan aktifitas orang-orang baik
secara individu maupun berkelompok yang terkoor-
di nasi rmhrk rnelaksanakan tugas dan fun gsi yan g tel ah

ditetapkan.
Menurut Mintzberg, struktur organisasi adalah

"the divisioru af lahor into vctriozrs tasks to be
performed and t?ie coordination af these tasks to
cccompiislt the crctiviry" (Mintzberg 19?9). Apa
cakupan stmktur organisasi? ada lima bagian pokok
yang membentuk struklur organisasi, yakni the

strategic apex, the middle line. the operating care, the

tecltnostructure, dan the suppot't stttff. The strutegic
apex berkedudukan sebagai leaders dan managers
organisasi dan berfungsi membuat kebijakan,
memirnpin dan mernbina pelaksanaan kebijakan, dan
mengevaiuasi pelaksanaan kebijakan organisasi. Ifte
middle lhze berkedndukan setragai pelaksana utama

-\iang menghr.rbungkan antara bagia* pimpinan clan

bagian operatar dan berfungsi melaksanakan tugas-
tr:gas pekerjaan atau urusan-urusan organisasi. The

operating core berkedudukan sebagai pelaksana
tingkat ba*,ah dan berfungsi menjaga inputs untuk
"d i produksi" ol eh organisas i, mentransform asi inp ut s

tersebut menjacli outputs, rnendistribu skan outpwts,
Can menyediakan dukungan langsung pacla inpils,
transformasi, dan outpttts tersebut. The
tecltnostructure berkedudukan sebagai "ahli" dan

berfungsi mendesain, meren canakan, m en gubah, atau

rnelatih orang agar pekerjaan-pekerjaan organisasi
dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. D'an t?ze

sttpport steff berkedudukan sebagai pendukung dan
berfungsi rnenyediakan hal-hal yang bersifat
komplemen bagi organi sasi (Mintzberg 1 97 9,\.

Support
Staff

Techno
Strucfure

Operating Core

Middle
Line
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Gambar 1. Mintzherg Model



Pengelompt'rkan organisasi Perangkat L)aerair
didasarkan pada lionsepsi peithentukan organisasi

,vang terdiri atas 5 (linra) elernen. ,-aiF,r liepala Daerah
(snoegic apex), sekretaris Daerah lrniddle ilrier). dinas
Daerah (operating core), badanifun-esi penunjang
(technostructure), dan staf pendukung (supporting
staft). Dinas Daerah rnerupakan pelaksana fungsi inti
{operutiug cozz) vang melaksanakan tligas Llan 1'Lligsi
sebagai pembantu ke pala Daerali dalaur rnelaksanakail
fungsi mengatur dan rnengurus sesuai bir,larrg trlmsan
Pernerintahan .vang diserahkan kepacla Dacrali. baik
urusan r.r'ajib rnaupnn urlisarr piiihan. Badan Itaerah
rnelaksanakan firngsi pcnunjanu ilaclutt;.s!ructurcl
)iang melaksanaiiair iLrg;,s cla-n iLrngsi sebaqai
pembantu kepala Dae' ra li cI a I a nr r rr r' I a k san akut fir n_ts i
nrengatur dan rnengnrns rlr rtrik nrenuniaug l"elancarau
pelaksanaan fi"r n gs i irit {.o p t t' t tr i t t g c () rc ).

Dalam rangl a rrrervu iuclkan pei:rtrerrtukan
Perangkat Daelah sesuai clen-=rirn prinsip c'ies:iil
organisasi. pembenttilian Perarr.kat lJaeraii 1,'ang
diatur dalanr Peraturarr Peureliirtali ini didasarkan pacla

asas efisiensi. et-ektir,itas. pembagian hahis tueas.
rentaflg kendali. tata kelir lang .jeias. fleksibilitas.
Urusan Petlerintalran -iauir riieniacli k-eu.enarrgan
l)aerah, dan intensitas UrLrsar.. Penreriut-ahan clan

potensiDaerah.
Ketepatan daian"r nrerretapkan tugas dan tiingsi

serta susunart organi-sasi akan tLrrut firenentukarr
efetivitas organisrisi. Up;i1 a rilrtuk rrengetahui
efu ktivitas cu gan i sas i be rda sark an ke lreraclaan -str]"rk tur'
orgatrisasi. dapat dianalisis clengar.r nreuguturakan
pendekatan sisterriatik darr sistcnrik. Hal inj se.jalan
dengan penclapal N{engen;ri lhe Arrelican Public
F{urnan Services Associatir-,r: 1APl{Sr\.201 2: 13) 1.ang
menl-'atalian bahlva: {)r'gtlri:cttloi tul efiectit,erte.s.s
(OE) is Lr s1,sternutit: crni sysienric' rtpprottch to
continuou.sly intprrtvirt,q Lui t)t'gLttti:LtfioTt':i
periormctnce, per.forrrttntr'a (uI)LIL.;t\ tul{ tlicnl
outcam?s. ",9-lstewit" re-lbrs to iuking into ttt'c:ottul cut

enlire sy,stem or in the cus'e of' {}E ut ut!irc
organizcttiort; "systemutic" rejer.s its toking o
stepi)bwstep altprouch. {n sirnule: tarms, there-t'itre . OL
is a :;tepi:fiyl5tep approoch. to conl.ittua11s,sI1; i7711ty,,f i11o

Ott a n I i re (,rgLt t t izct I i o t t.

Penclapat ini menunjnkkan bahlr'a efektivitas
organisasi adalah pendekatan sisternirtik clan sistemik
untuk rneningkatkar secara berkelanjLrtan kiner-ia
organisasi. kapasitas hirrerja. clan hasii bagi
konsumer/kl ien. S i stem ik nr erLrjuk pada pen _qnlturan
kinerja organisasi sebagai siratu sistem. sedangkan
sisternatik merujrik pada pendekatan secarr bertahap
dalarn upaya meucapai kinerja orgarrisasi. IJalanr
makna yang sederhana, efei'tivitas organisasi adalalr
pendekatan secara Lrerlaharr clalarn rneuingkatkan
kinerja organisasi secara berkelaniutalr \ ang clillarn hal
ini I'aitu organ isasi perangirat ciaerair.

Urgensi KeLii akan lvlenetrpkan l(e embagaarr peneiitian dan Pengembangan di Daerah
(Teguh Narutcmo)

Pengenlbairgan or;;anisasi bertu-iuan untuk
meninglcati<an efektivitrs orgairisasi. I{al ini dapat
dilihat dari Ccflnisi pengemLrangan or-eanisasi yang
d iliemukakan oletr (Geor"ge 201 I : 10) yakni
"Organization det,elopntent (Ol)) is a,s1t5tsl71-lviLlg

appliuttion of'hefuttie;rul ,science knov'ledge lo ihe
tlcveloputent. intpi"(^,eiltcttl. ruicl reinfbrt'emenl o-/

.\'tt'tttegiet. .\lrutciut"e.\. rind 1;riLccs:ses thst lettcl to
t;t' 1,t tr tt i : it t i otr e f /b c l i,- cn e,ss. " Fen dapat ini men-vata kan
bi'Lhrva peneembaugan organisasi nrerupakan snatu
sistem aplikasi perilal<u iimu pengetahuan ilniiah
cielanr pengenrbangan. peiringkatan, dan penguatan
ke rnbal i te rh acl a ;r strate gi. strulitur, dan proses- proses
nnlLrh rneningkatkan efektivitas organisasi. Deugtin
iiemik iari ada betrerapa inclikator .vang terdapat dalarn
pengernbangau orgenisasi, yaitu pembahan dalam
aspek stlategi. struktur'" dan prose s clenean target
l,eluaran i ang sania -r.'aitu unti,rk rrencapai efektifitas
or ganisasi

Penqembalgan organisasi (organizational
cit:';eloprler.:t) rnerupakart hentuk interr,'ensi sebagai
upa),r nreuinckatkan efektifitas orsanisasi dan kinerja.
Sininia dan Van Nistelrooy (2006:l ) nreriyatakan
balrrva: (h"gt*tizcrlioncl tlerelo1tment (OD1 is ust:c!

incre*singl.f itr s'trtttegic cltttrtge initicrtivt.s in ptthlic
,\ e L' t o r o i' gtr i t i : itf i t.t t t,s.'fi rc re t i.s t t n s I o r .s tr a I e gi c c hu n ge
iit rke publi{ s€{'tor ure nto.slly .fbmttl in abrupt trnd
pretli;ruinattilv ercgenou:jttits such. as chonging

7;olicie.; {,rt' legislcttir,trt, recitnologicul choruge.
lotrtin urr ct gc u i enl repl oc ent en t,s or reorgctnizatitnr.r .suc I t
(r.s lhe .joirrirtg together or thebreuking up of puhlic
agen<:ias. Tlrc:.se /;iitcls of' tle"-elopme:tr rttluitt'
rlecisit,t'ttnd large scule ,\tt'iltegic change to regL'ht
i:ongrTtetrce bel.,t,eerr the orgonizcttioit'sg,ods. t.he

L' i t t i t \ t t t l, t L' i I ! i r t t i I I tc' o t'g(t t I i :( t t i t I t t.

Pencla pat i ui me'nvatak an bahi.va pen gemba n gan

orgar i sas i biasirrr.r,.a ci ilaksanakan d i da I am orga n i sa.si

l-iriblic (oreanisasi penreritttah) clalarn benti.rk
iliten'ensi perubahau orgauisasi untuk meningkatkan
efektirritas organisasi. nrelalui pembahan terencana
terhadap ftrjuan organisasi dengan mempertimbang-
kan siluasi internal organisasi dan lingkungarulya.

Penciapat ini se.ialan Cengan Ger:rge i2A1L23)
rn etr1rfi6fts6 bal-l i.r..a: Organ i: tr I ittn ttl e/ie ct it' eruess r.s

lhe goul a;l'uli p!unned chung* inlen;ention,s', crncl lhe
goct/ ol resettrtl't otr organizcttionni chonge i.s' to
wtLlerstuild tmcl expli-iin the _fLtciot's tlutt leacl to
o r gct r i : a t i t s tr u i e fjrb c i it, c' it e s s. Eff e c ln,erzess i,s cl e.fin e cl
os lhe degrer to vhic'h ttrgurizctlioris reulize t/reir
gott ls.

Pendapat tersebLrt nrenunjukkan bahwa
efektir- ita-s orga u i sas i urelr-ipakan tuj uari dari selunr h

inten'ensi perubalrirn tereflcana, dan tujuan penelitian
dalam perubahan organisasi ).ang dipalranri dan
il en-!e laslian iaktor-fakto r' )'?tn g m e ngarah li.an
pe ncapaian I'eefehtifat orga u i sas i. I(eefekt i tan dapat
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didefi nis i sebaga i tirigkat pen.apa ian r:rgan i sas i cli: 1 atit

mereal isasikail tuiLrau nva.
Perubalran orgar:isasi lian;'a,lapet ciil:ikukart

dengan cara inor,asi. Hal ini se.ialar cleugarr rrrjttrrr
inor,-asi adalah pelubahatt l'ang posiril vrng
rneinbuatseseorang" organisasi atau suallr pr'cilitk
rneniadi lebih baik. Defirrisirlari iiior';L.i r. an,i
diclapatkan dari l-rcrba-gai sLir-;rber zirlalah sehaglii
belikut. (1) lnovasi aclalzih kolrrhinasi atz.,u sittt;se rlari
pengetahuan (Lriecke dai-l I(afz 20rJi). (2) li:o'''li.;i
ailalah implenrentasi rieli seliirirl: produii,-icrig:rti
kai'alrteri stik kinerj ar an g li:t-"' ih trer'|.';rl ba tt : i.i,=t-l i

mengiriinliall s€cara oLr.r"eiitil.iasa 1-:rrrE bani aiail 1'4,11{

ci i kc.m [-ran gi<an lir:pacia i,.ei an gglin ( h'l iil-r g'uri', e ]ii0 E :

I6). (3) inc,vasi merupakan sebuair pn'irt-.aii:;n rialaiii
pra)ses pemiki|an ttrititl< irieiakui"irti sesil3ti.i iii.lLt
mernbuat sesi,iatri rni:lrjar,ii iel:ih i::i'rgLrria { t iel,-rit't,--r

20ir)
Inovasi (Bessant clerir Ti.'lcl 2{li-;7: -l-i-l ) .tuga

rnemiliki 5 kaiakteristik r-ang nrerrperlg:rmlri,-iiiiisi
tlan adopsi d;rri kondisi ekonomi- l;c-har ioLiliii.
otganisasional dan stnriitut'll. yaitri: ( I ) Rr,ir,ir'.'
,4ih,antuge, sebLrah inoliisi merli[ki atr"ibrit,rr'irlcr
dan se!<urrcler )'a n g trervarias i. .r\tri br"rt pli i nel n i: i ip Lrti

rukuran dan biaya bagi pihak vang llrelgrrd(-rp!ii
ino'',asilersebut. Atribut sellrncler i'nelipuii r rr'insi
y'ang terjadi dari piliaii. yang saling meng;iCoirs i irrr-r rr: i

tersekrrrt; {2) Catrtltcrtihilitl, sebuah ino,.:rsi akan
sanrpai parla ti ngliatan d i nr ana i 3 ritipat d ite;' i m a s trr r.11 rr

konsisten terhadap nilai-nilai r,ang aila" pengaianrair
dan l<ehutnhan-kobutilhandari pilrak 1'ane rnelriiihi
lienramlruan nntuk lleugaclopsi secar3potc'usiai: (l )

Conrylexitt,, sebuah inovasi dapat riitelinra sr'hagai
suatu hal )'ang sulit untuk clignnairaixlan dirrrenger-ti
sehingga nrernbutulikan keahlian lihusus ciari lrih:ii,-
pihakyairg rr-reiigaclopsin-va; (1) Tt'iultrbil iti,,<e'ovah
inovasi dapat pLrla merjacli suatu elispelirirurtLr,.:i
dalam janglia r.,'aktuterbatas seh ingga nrcr.lbuat
inovasi menjadi lebih ri-rur-lah diterirrra olelr pihakr.;rn-u

rnerrgadopsinya; (5) Obs'enabiiitt. sebriah incvasi
nrempalian slralll hal baru,\ians rnndah dilihat
keLrntungannyacleh pihali yilrlg mengadopsiirfii
seh in gga da pat m en c i ptal<ar r set"rn ahpenr be I aj ara rr bagr
penggunan) 4.

Berclasarkan defillisi i'lan karalileristili tentang
inovasi di atas, pro1.'ek-prol'ek 1,ang bersifat lionrpleks
secara tc-oritis lebih nrenrbutulikan irrcrvasi dau
kreatifitas lang tinggi lChase er ul. 2'1A6: .1,77).

Organisasi Perar:gkat Daerali rnenriiiki arnanali
pekeriaan vang safigilt kompleti daiani rlu-'lr.eien_u-
garakan pernerintahan di ilaerah. Organ isasi Perarr gkai
Daerah harus iiranrpr-r nrenian ab tLr jiran ctonomi
dael'ah vaitn tenr.'uiudrrr-a kesejahterann rnasvarakat
meial ui pertingl<atan pelavirnan. F'rem trercia)'aarr dan
peran sefia masvai'akat. Karena ;tLr l<ebr.rtuhan al':arr

ir-lovasi daerah rnen-iadi seLrtmh ker.iiscavilan'ians

harus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan definisi da:'i inovasi maka ranah

inovasi selalu berdasarkan ilmu pengetahuan yang
menggunakan metode penelitian dan pengembangan

{research ancl development). h4enurut Dana et a!.
(2005), pengetahuan itu sendiri adalah integrasi dari
informasi, gagasarr, pengalam an, intu i si, ke.trarnp ilan,
danpel aj aran berharga -1,ax 

g menciptakan n i lai tambah
tuntuk organisasi. Sedangkan inovasi adalah proses

dimana pengetahuan tersebut ditransformasikan ke
dalain produk dan atau jasa Srang baru atau
dimcdifi kasi secara signifi kan sehingga meningkatkan
keunggulan bersaing dari organisasi.

Daroch (2005) memandang bahwa inovasi
merupakan sebuah keluaran dari organisasi yang
memanfaatkan sumber daya input berupa pengeta-
huan, informasi, dari pengaiamatr yang dirniliki
diantaranva sebagian besar oleh karyawannya.

F aktor-faktor -yan g menyebab kan k eberhas il an

dalam proses inovasi padasebuah orgaxisasi (Oetomo
2011) adalah apabila terdapat kekayaan terhadap
sunlber-sumber berikut, yaitu: (1) Kepernimpinan,
pemimpin yang berorientasi pada pembahan akan
membarn'a perusahaan untuk melakukan inovasi yang
berkesinambungan; (2) Organisasi, organisasi dalam
perusahaan yang terintegrasi dengan baik mampu
membangun perusahaan ke arah yang lehih baik; (3).
Komunikasi, keterlibatan semua anggota organisasi
dalam perusahaan membuhrhkansistem kcmunikasi

t-ang baik dalam usaha untuk membangun
keberlangsungan dari value chain; {4) Empawermerut,
sumber daya n-rarusia dapat dikelola dengan baik
karena manusia sebagai penentu dari perub,ahan dalam
perusahaan; {5} Knowledge management, sumber
pengetahuan dariberagam sumber daya manus ia yang
dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi pendorong
dalam proses inovasi; (6) Goal definition,
menciptakan tujuan dari perusahaan akan membarna
pemsahaan untuk mencapai visi yang dimiliki.
Apabila perusahaan memiliki visi untuk selalu
melakukan perubahan, maka cara untuk mencapai
tujuan tersebut harus dapat dijabarkan dengan jelas
melalui strukttr organisasi yangada; {7) Alignment of
actions to gocl,s, untuk mencapai tujuan dari
perusalraan diperlukan keselarasan ar*ara caru yafig
diperlutr;an dengan tindakan urtuk mencapai tujuan
tersebu'r; (B) Partisipasi dalam team, keberhasilan
suatu perusahaan tidak terpisatrr dari partisipasi dari
berbagai teartrvuorkyang ada dalam struktur organisasi
dalam mencapai tu.juan bersama; (9) Result
m oni t or in g, Proses m an i t or in g terhadap semua outp ut
yafig dihasilkan merrrbuat perusahaan dapat
rneminirnalkan dampak negatif dari autplrt itr sendiri.
Tanpa pengawasan yarg ketat akan sulit bagi
perusahaan untuk melakukan peningkatafl, (10)
Komunikasi dan alises pada informasi, proses inovasi
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dapat terjadi darj berbagai sumber ;uaug acla dalatri
struktur orgauisasi namurl demikian ktiuci
keberlrasilan dari inor,asi juga ter-qantrir:g dari cara
penyarnpaian ide atau input dan aksc-s terhadap surnber

)'ang mampll melahukan pembahan dalara organ isasi.
Knov,letlge monctgemertr sebagai salah satn

faktor penyebab keberhasilair dalan: pi'oses irLor rrsi

men-iadi elernen pokoli vang aker diteliti clalanr tesis
ini. Dal arn' penelitian terdalru l u d itern ukan pui a [-.ai n', a

infbrrlasi clan teknologi kouiuniktrsi nrenawarkaii
banyak i n stmuren pada knorv I erl-9e rn a na uelll e nt -\'a ir g
kemudiarr merangsang proses inor,asi (.Sher dirrr l-ee'

2004).
Penilekatar: trytcti iirir;r'otiL)tt aLial?,ir scirLr.ilr

paracl igura clalam inernba.g il;an teknclr--.g,i bru'ri r arrg
dihasilkan dari re,seurc'it tuttl r.!ere!rtpmttri Lnilaliri
collaborcrtcsrs tluii p{trtnet'. Pc-rtrjcliatnr: iiri :nenrper-
lakrrkarr resectr<:h i.utcl ilcvcluit ii.irlf sfbagai sehriah
sistem vang terbulia dan berastLmsi bah*'ei iirn-;:. riaptl
dan rvajib menggunalian ide-ide elisteuiai dan intenurl
pada saat rnerelia inelaiiLrkan peninukatan tekiiiliogi
(Chesbrough 2003: 2.1. Cpenirc.r arior-; mctr{rns-
iiinkan ter.jadirtl'a pt'r)ser itrir..asi r lrng bei'-
ke-sinarrl]ungan dalam sebuah organisasi perirs;:haan.
Organisasi 1arg panciai clapatm,--iigiiruc'stasikan hai
tersebut sebasai kelursgulan liornfr.'titifin'a {\lihe lan s/
rzl. 2004). N{elalui inni-rvatie',n netr.r orlis. karr,'au'an
dalam sebuah learningorganization dapat lebilr uruclah
rnenclapatkan a]<ses intbrnrasi dalan: usahauniuk
melakr,rkan proses imovasi (1-idd cian Hop:kins 2006).

Irroses -vang rnendukring teriadiril a ir.rtt.,-asi

dalanr perusahaarr adalah innorution orttl knavie:igt:-
hctsecl theories of strcrtegy (Irvnch l0i)6: (jl). Inoi'asi
juga berarti meiakukan pefluemban.an dan e'r'sploitasi
surnber-sumber da1 a yai:gada ,"ialanr Llrgailisasi
melalui cara vang barLr rang rendelLrirs raclikal"
Organisasi )'ang menrrlilii kernariarr kriat rrutuk

Urgensi Kebijakan fulenetaokan Keiembagaan Fenelltian dan Pengembangan di Daerah
(Teguh Narutomo)

rnengeksplorirsi iclr.:-ide baru dan shttre kncnrtleclge

dapat mernbangirn aktifitas bisnis baru melalui
pendeliatan inol atif 1'ang diaplikasikau dalatn strategi
bisrris.

Beberapa contoh praktek emei'gent nndel
ctulline agar tercipta inovasisecara terus meneru;q

lnerrlnit Bessant & Tidd {2A07: 243). adalah: (l)
Fi'ncar ian \scttrt'lrl. Iitigkuugan interttal darr ekstental
lrelresluls peranau per-rtiiig dalarn proses pencarian
sinl al untuk me lakuk;:.n inol,asi. Organisasi
per-usahaan ciairat lrerespon keadaan yar'!g terjadi
dalaur persaingar"' :-rtau ulrilai meinperhatikan berbagai
pi"espektif secarii rniritipie clan rnengarnbi1 beberaptr

L.i'csl;ekiif- seL;agni alternatil'; (l) lieleksi strzrtegi"

ilrosei decisiorr rrr;.liiug ,vang ilihangun dari beriragai
pliiralisure lang adaderrgeir nreliirat peiuang vang ada"

Peiriang r';urs ar.la akrrn d!pilih berdasarkanpotensi
konlpetitii vanu paling: besar': (l) Implemetitasi"
orgarrisasi ak;i.n nreugetrrbangkan peluarrg vang ada
tersebnt rneialul berba-saiiahapan pengernhangau
i',ingga mencapai tairap ali.hir, r aitu pelulrcnranproduli
amir .jasa barir cl i pasaran. Pada taliap a[,:hir" orgauisasi
hanrs lerus nieia,krrkarr perbaikari secara terus menerus
r-"alar-rpun keticlaiipastian dalam inciustri tetap ada; (4)
Strategi inovasi. Orgalisasi periu nrembuat skenario
tentallg r.uasa depran clan inempertiurbangkan ketnung-
f iuar-kemungl<inarr paralel vaug ada agar selalu dapat
nremhangurr J'rlaugarl-r'uarlgan inovasi traru; (5)
Olqanisasi inovasi, suasaria -r'ang dapat membangun
kreatj{itas clan crgarrisasi vang ntelakukan sharing
knorviegde secara tenls menerlls adalah salah satu cara
:-rnirikmembangujl orgallisasi inovasi dalam porusa-
Iraan. Suasana \,ang rnenclrikur.lq terjadi hal tersebLrt

acialali i:i.rol<rasi )'ang rnenjadi lc'bih praktis.
per]{lei\ai.ai'} iiomrinilr.asi anlar sesarra bagian
clglnis:rsi rlari ureurbarlgiin suflsana infbmial dalam
lirgkr.ittgart perltsahaatt: (6) Prooctive linkttges,

drtlve experi'raenrr**, Je*reinq and sdiasti nq

Gambar 2. The Emergent Strategic Process:
Ttte Position of Innovation cnd Knowledge-Based Tlteories,

Sumber : Lynch (2006:61)
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jerlbatan vaflg terilangttll alltara lillgkttr,gan inrert ral

perusahaan perlri jLrga ditilnjartg clengan berbaqai aqen

eksternal agar proses inovasi datJ:lt tenls Lrer-

kelanjutan. Agen eksternal tersehttt ailtara i:iin adalah

sLrpp I ier, pe I an ggan. surn ber- sumber fi nan si irl. s u tn ber

da-va ahli dan pengetahrtan.
Anaiisis teoritik ini menguatlian tentarrg

penti n gn,va lie beraclaalt pene I iti a-tt cian peli geil ba tl galr

di daerah sebagai organisiisi pentrujang r,anu daprt
rnendLrkung pen,,,elenggtraart peitret'intahan riaerah

claiarn rarrgka n.ieuciipai tuluat'r otonolit i ,-ieei'alt.

Ktr Si PIFU I-AN DAF!' R.E K(}&1 El{il A SI

Kesimpulan
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari

hasil deskripsi, analisis dan pernbahasan sebagaimana
yang telah dikemukakan yaifir pertama kelembagaan
Badm Fenelitian dan Pengerntrangan merupakan
organisasi yang dibutuhkan dalam rangka penguatan
kebijakan daerah yang berla:rdaskan perumusan dan
penylr sunan (formuiasi) kebij akan pemerintah daerah
yang berbasiskan knowledge snd et't{.lence based
p a I i cy atau r e s e ar c h b a s e d p o I i cy agar suatt keb i.i akan

dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan

tujuan yang diinginkan.
Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2414

tentang Pemerintahan Daerah secara ekpiisit
mengamanatkan pembenflrkan Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/
Kota sebagai organisasi yang melaksanakan fungsi
pemmjang penyelenggaraan urltsan pemetintahan.
Sedangkan urusan pem erintahan terse b ut m e rupakan
urusan yang rnenjadi kewenangan setiap pernerintahan
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahanaya.
Maka untuk menunjang semua penyelenggaraan
urusan pemerintahan di daerah dibLrtuhkan lembaga
penelitian dan pengen:ibangan yang harus dibenfiik di
daerah berupa Badan Penelitian dan Pengeurbatgan
Daerah.

Kemudian disamping itu yang se.lalan dengan
dinamika ekonotni, politik, sosial-budaSra maka
sinkronisasi, harmonisasi, integrasi arah dau agenda
kebijakarr pembangunan pusat - daerali menjadi
tuntutan dalam menghadirkan kebijakan-kebijakan
yang bermuara pada pelayanan, pembangunan dan

kesejahteraan rakyat. Sinkronisasi, har:*onisasi dan
integrasi arah dan agenda pembangunan tersebut
disadari membutuhkan lembaga penelitian da"t

pertban gun arr 3/ ang berkualitas dalam merekomen-
dasikan arah dan agendakebijakzrn pembangulan yang
selams antara pusat - daerah.

Rekomenclasi
Para pengambil kebijakan selayaknya dapat

rnenentukan sikap bahwa keberadaan Badan

Penelitian dan Pengemtrangan Pemerintah Daerah

sudah menjadi kebutr-lhan yang tidai< dapat ditawar lagi
di lingkungan pemerintahan daerah dan menjadi
keharusan atau dengan kata lain canditio sine qua non

by tu*- atau sesuatu yang harus ada dan diwujudkan.
Alasan pentingnya keberadaan lembaga penelitian dan

pengembangan suciah ditiraikan melalui kajian ini
berdasarkan aias an normative kebiiakan pelatttran
perundang-undangan yang telah dikeluar'{<an serta

dasar teori yang sangat mendukung
Dalam rangka mempediuat kebijakan pem-

bangunan daerah melalui perumusan dan penyusunan

kebijakan yang berbasis lorcwledge dan eviclence

based policy aiau research bcsed policy, rnaka hanya

lembaga penelitian dan pengembangan saja yang dapat

mendukung liegiatan tersebut. Disamping itu bercla-

sarkar UU No. 23 Tahm 2014 untuk meniagkatkan
daya saing tasional yang merupakan akumulasi dari

tumbuhnya daya saing daerah. Feningkatan da,va saing

ini dapat diwujudkan dengan merealisasikan inovasi

daerah yang secara fungsional menjadi tugas Cari

lembaga penelitian dan pengenlbangan. Oleh karena
itu membenhrk iembaga penelitiar: dan pengeilbangan
juga menjadi tunhrtan jam an clalampersaingan global.
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